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ABSTRAK 

NURUL HASANNAH 

NIM. 1717302031 

 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

  

 Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan 

perempuan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan dari kedua belah pihak sebelum 

melangsungkannya. Salah satu bentuk kesiapan dalam melangsungkan 

perkawinan yaitu ketika sudah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batas 

minimal usia kawin. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kesiapan 

baik dari segi fisik maupun psikis seseorang. Kenyataan di lapangan masih marak 

terjadi perkawinan usia anak yang merupakan problem bagi masyarakat dan harus 

diatasi bersama untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih baik. Dari hal 

ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh masyarakat 

Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang 

perkawinan usia anak dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang 

perkawinan usia anak dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

 Penulis meneliti fenomena ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sesuai 

dengan keadaan asli di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil 

dari dokumen terkait masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

 Hasil penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak 

perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendapatkan 

kesimpulan bahwa tokoh masyarakat mengizinkan perkawinan usia anak guna  

menghindarkan anak dari pergaulan bebas. Tokoh masyarakat menganggap 

memberi izin kawin kepada anak juga merupakan upaya melindungi anak. Khusus 

untuk kasus married by accident yang terjadi pada anak, tokoh masyarakat justru 

menganjurkan untuk segera kawin agar tidak mempersulit proses administrasi 

kependudukan bagi anak yang dikandung. Menurut pandangan tokoh masyarakat 

Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, mengawinkan 

anak yang sudah hamil merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab 

orang tua terhadap anak jadi tokoh masyarakat harus bisa mengizinkannya. 

  

Kata kunci: perkawinan usia anak, perlindungan anak, tokoh masyarakat.  
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MOTTO 

تيمٍ مُّؤٍ مًنًيٍى  نًػيوٍا كىلاى تَىٍزىنػيوٍا كى اىنػٍتيمي الٍاىعٍلىوٍفى اًفٍ كينػٍ  كى لاى تَى

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman” (QS. Ali „Imran: 139)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy esdan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …. „…. koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wawu W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah ' Apostrof ء
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 Ya Y Ye م

 

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Zawwajnā زكجنا

 Ditulis عدة
„iddah 

 

Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Fawāḥidah فواحدة

 Ditulis Sakinah سكنة

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

a. Bila diikuti dengan kata sanding “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

 maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karāmah al-auliyā كرامةالأكلياء

 

b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau mati dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau 

 ḍammah ditulis dengan t. 

 Ditulis Ḥayat ad-dunyā حيوةالدنيا

 

Vokal Pendek 

ىَ   fatḥah Ditulis A 

 ًَ  Kasrah Ditulis I 

يَ   ḍammah Ditulis U 
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Vokal panjang 

1. fatḥah + alif Ditulis Ā 

 „Ditulis Rubā رباع 

2. Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 

 مثنى 
Ditulis Maṡnā 

3. Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 
 Ditulis Mu‟minīn مؤمني

4. Dammah + wāwu mati Ditulis Ū 

 تقسطوا 
Ditulis Tuqsiṭū 

 

Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Zaidun زيد 

2. Fathah +wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قوؿ 

 

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis U‟iddat أعدت
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 Ditulis La‟in syakartum لئن شكرتم

 

Kata Sandang Alif  + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur‟an القرأف

اؿالم  Ditulis Al-Māl 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya. 

 Ditulis Aṭ- ṭalaq الطلاؽ

 ‟Ditulis An-nisā النسأ

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya 

 Ditulis Żawī al-furūḍ ذكل الفركض

 Ditulis Ahl as-sunnah أىل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan 

sifat, akal, dan naluri khas sebagai fitrah yang berbeda dari makhluk lain. 

Adanya kedekatan batin berupa perasaan cinta antara manusia akan 

menimbulkan naluri atau dorongan seksual. Cara untuk membatasi hubungan 

khusus antara laki-laki dan perempuan hanya dengan perkawinan. Dengan 

adanya perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga, dari setiap keluarga 

itu terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama 

lain yang disebut masyarakat.
1
 Perkawinan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyakarat, karena kaum laki-laki 

dan perempuan dapat memenuhi naluri seksualnya secara sah.
2
 Dengan begitu 

terciptalah kehidupan masyarakat yang nyaman, tentram, saling menjaga 

kehormatan dan dapat melanjutkan keturunan dengan cara yang baik juga 

halal. Hal yang diinginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah pastilah 

keluarga yang selalu dilimpahi kebahagiaan.  

 Salah satu usahanya ialah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu 

yang dianggap sudah cukup matang dan dewasa, karena usia mempengaruhi 

kematangan psikis seseorang.
3
 Konsep dewasa yang berlaku di Indonesia 

yaitu apabila seorang pemuda sudah berusia 21 tahun, dan dianggap dewasa 

                                                           
  

1
 Raharjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2004), hlm. 64. 

 
2
 Muhammad  Nabil Khazim, Panduan Pernikahan Yang Ideal, (Bandung: Irsyad Baitus 

Salam, 2009), hlm. 10. 

 
3
 Muhammad Nabil Khazim, Panduan, hlm. 9.  
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walaupun belum berusia 21 tahun apabila ia sudah kawin.
4
 Secara formal 

disebutkan dalam undang-undang bahwa batasan minimal seseorang boleh 

melangsungkan perkawinan adalah jika telah mencapai usia 19 tahun bagi 

perempuan maupun laki-laki.
5
  

 Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia 

perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.
6
 

Perkawinan pada usia yang terlalu muda sulit untuk memperoleh keturunan 

yang berkualitas karena perkembangan anak sangat bergantung pada 

kedewasaan orang tua apalagi jika emosinya belum stabil dan belum bisa 

menyelesaikan konflik-konflik kehidupan yang dihadapi. 

 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.
7
 Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bagi 

setiap orang tua terhadap anak yaitu meliputi mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak, termasuk yang disebutkan dalam pasal 26 

ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.  

Oleh karena itu orang tua harus mampu mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat serta mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak. 

                                                           
  

4
 Abdulkadir Muhammad,  Hukum, hlm. 43. 

  
5
 Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1. 

 
6
 Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2. 

  
7
 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1. 
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 Berbicara mengenai fenomena perkawinan usia anak timbul banyak 

asumsi. Khususnya bagi masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo. Seiring berjalannya waktu sudah tentu cara pandang 

antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat berbeda. Masyarakat 

dulunya menganggap tidak masalah tentang perkawinan usia anak namun 

sekarang beranggapan bahwa perkawinan usia anak bisa menghancurkan 

masa depan perempuan, memberangus kreativitas dan menghalangi 

perempuan untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang luas. Tidak 

jarang juga perkawinan usia anak terjadi karena married by accident
8
 akibat 

pergaulan remaja zaman sekarang yang dinilai sudah sangat bebas dan dapat 

menimbulkan pelanggaran kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat 

dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.
9
  

 Berbeda dengan masyarakat umum, tokoh masyarakat seperti perangkat 

desa dan tokoh agama mempunyai pandangan tersendiri tentang perkawinan 

usia anak. Alasan perangkat desa mengizinkan perkawinan usia anak karena 

jika perkawinan tidak dilaksanakan akan timbul masalah bagi pasangan di 

kemudian hari. Apalagi jika terjadi hamil sebelum kawin maka kondisi 

masyarakat menjadi tidak nyaman dan banyak tersebar berita miring, selain 

itu juga akan menghambat proses administrasi kependudukan bagi sang anak 

jika sudah dilahirkan, sedangkan tokoh agama memperbolehkan perkawinan 

                                                           
 

8
 Married by accident adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang 

telah melakukan hubungan suami-istri terlebih dahulu. Muhammad Iqbal al-Haetamy, Married by 

Accident, (Depok: Qultumedia, 2004), hlm. 8. 

 
9
 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengatur tentang sanksi pidana kekerasan terhadap 

anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam generasi penerus bangsa 

sehingga perlu memperbesar sanksi pidana. 
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usia anak dengan alasan asalkan anak sudah baligh dan sudah siap untuk 

kawin.
10

  

  Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan 

perkawinan usia anak baik karena faktor orang tua, ekonomi, atau bahkan 

keinginan dari anak untuk kawin. Di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo perkawinan usia anak masih sering terjadi. Pada tahun 

2020 terdapat 4 kasus perkawinan usia anak
11

 yang menunjukkan bahwa 

masih  ada problem dalam masyarakat yang belum bisa ditangani secara 

maksimal terkait perkawinan usia anak.  

  Dari hal ini bisa dikatakan bahwa orang tua dan tokoh masyarakat belum 

paham betul dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak yang 

tidak sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Umumnya remaja di Desa Kalibening kawin pada usia 

15-18 tahun atau bahkan kurang dari itu. Anak yang usianya belum matang 

biasanya juga belum memiliki kematangan dari sisi psikologis untuk 

mengontrol emosinya, dan sistem organ reproduksi belum berfungsi secara 

maksimal yang bisa berdampak timbulnya penyakit pada organ reproduksi 

seperti pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran dan kemandulan.
12

 

 Ketika anak sudah berusia 15-18 tahun sebagian orang tua menganggap 

anak sudah siap untuk kawin tanpa memperhitungkan faktor usia, 

                                                           
 

10
 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi‟i dan Bapak Miarja selaku Tokoh Agama 

dan KAUR KESRA di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 

Agustus 2020. 

 
11

 Hasil Wawancara dengan Bapak Miarja selaku KAUR KESRA di Desa Kalibening, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Agustus 2020. 

 
12

 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Press, 2008), 

hlm. 109-110. 
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kemampuan membina rumah tangga, kedewasaan dan sebagainya guna 

mempersiapkan kehidupan yang akan dihadapi setelah perkawinan nantinya. 

Masyarakat seharusnya memperhatikan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua harus 

mencegah perkawinan usia anak karena perkawinan usia anak sangat 

merugikan generasi penerus bangsa.  

  Dari beberapa uraian di atas, penulis sebagai mahasiswi Fakultas Syariah 

merasa tergerak untuk meneliti masalah tentang perkawinan usia anak di 

Desa Kalibening yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan anak dan menemukan masalah yang menarik 

untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat 

di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang 

perkawinan usia anak kaitannya dengan pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lalu 

mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “PANDANGAN 

TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN 

SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG  PERKAWINAN 

USIA ANAK (Perspektif  UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak)”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, 

maka dari itu akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul di atas 

sebagai berikut: 
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1. Pandangan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah konsep  

yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud 

menanggapi dan menerangkan masalah. Dalam penelitian ini pandangan 

yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat tentang 

perkawinan usia anak. Dalam konsep pandangan tokoh  masyarakat 

peneliti juga mencari tahu alasan serta bagaimana cara tokoh masyarakat 

bisa meloloskan dan  memberi izin perkawinan usia anak. Pandangan atau 

tanggapan ini dianggap sangat penting guna mengetahui ada problem apa 

yang sebenarnya masih terjadi di tengah kehidupan masyarakat.  

2. Tokoh Masyarakat 

 Dalam KBBI dijelaskan bahwa tokoh adalah orang terkemuka 

sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan tinggal 

di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu.
13

 Jadi tokoh masyarakat yang 

dimaksud peneliti ialah orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan 

berpengaruh dalam bidang tertentu kemudian dijadikan panutan dalam 

masyarakat. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat merupakan perangkat 

desa dan tokoh agama yang terlibat dalam proses hingga terlaksananya 

perkawinan usia anak. Perangkat desa dalam penelitian ini meliputi Kepala 

Desa, KAUR KESRA, dan Sekretaris Desa yang dimintai izin dalam 

proses administrasi perkawinan.  

                                                           
  

13
 Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2015) hlm. 2.  
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 Sedangkan tokoh agama yaitu kyai yang menjadi imam masjid di 

Desa Kalibening. Dalam proses perkawinan tokoh agamanya biasanya 

diminta untuk mendoakan saat acara walimatul ursy. Tokoh masyarakat 

mempunyai peranan penting dalam memajukan dan menjaga kestabilan 

kondisi sosial dalam daerahnya karena apabila tokoh masyarakat acuh  dan 

tidak mengatur masyarakat sudah pasti kondisi masyarakat tidak terkendali 

dan terjadi banyak masalah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

3. Perkawinan Usia Anak 

 Dalam penelitian ini perkawinan usia anak adalah perkawinan yang 

dilakukan pada saat usia anak masih di bawah 18 tahun
14

 yang terjadi di 

Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Hal ini 

berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang 

masih berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Perkawinan usia anak merupakan fenomena yang masih sering 

terjadi di Desa Kalibening. Orang tua harus mencegah perkawinan usia 

anak karena jika dibiarkan akan menghambat proses tumbuh kembangnya. 

Jika sudah kawin anak yang masih dalam proses belajar justru harus 

bertanggung jawab layaknya orang dewasa. Hak-haknya sebagai anak 

dalam mendapat perlindungan menjadi hilang karena jika orang yang 

sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun dianggap dewasa. 

                                                           
  

14
 Mies Grinjs dkk, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktik, (Jakarta: 

Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 11.  
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak? 

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak  

perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh 

masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat Desa 

Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang 

perkawinan usia anak apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau belum. 

2. Manfaat penelitian: 

a. Manfaat teoritis 

 Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai penambah 

wawasan dan bentuk penerapan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama 

perkuliahan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna dan 
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bermanfaat terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam 

khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan usia anak. 

b. Manfaat praktis 

 Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi, bacaan, dan 

acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan berguna untuk 

masyarakat agar mengetahui tentang perkawinan usia anak sekaligus 

bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat terkait 

perizinan perkawinan bagi anak. Orang tua harus lebih menjaga 

anaknya agar tidak melakukan hal-hal negatif  yang bisa berakibat 

terjadinya perkawinan  usia anak. Demikian juga diharapkan 

memberikan masukan moral bagi para pemuda tentang pentingnya 

menjaga pergaulan agar tidak merugikannya di masa depan. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting dilakukan dalam 

sebuah penelitian ilmiah, selain untuk membandingkan dengan penelitian 

sebelumnya juga sebagai bukti keaslian dari penelitian yang dibuat. 

Pembahasan mengenai perkawinan usia anak sangat menarik karena hal ini 

masih kerap terjadi dan dijumpai di beberapa daerah. Penelitian terkait 

perkawinan usia anak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut 

ini penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian mengenai 

perkawinan usia anak dengan beberapa penelitian terdahulu: 
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1. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang memperbolehkan 

hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan 

suami istri yang sah dan dari perkawinan itu timbul hak dan kewajiban 

timbal balik antara suami dan istri.
15

 Persamaan dengan penelitian ini 

membahas tentang teori perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah 

penulis langsung terjun ke masyarakat guna mengetahui mengenai praktik 

perkawinan usia anak. 

2. Abdullah Nasikh Ulwan dalam bukunya Perkawinan Masalah Orang 

Muda, Orang Tua dan Negara menjelaskan tentang bagaimana motif 

perkawinan dalam Islam dan apa saja kendalanya, juga membahas 

mengenai kenikmatan apa saja yang dapat direguk dari perkawinan.
16

 

Persamaannya dengan penulis yaitu membahas seputar perkawinan, 

sedangkan perbedaannya penulis meneliti bagaimana pandangan tokoh 

masyarakat tentang perkawinan usia anak. 

3. Hairi dalam skripsinya yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Dini di Usia 

Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa 

Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan)”. Dalam skripsinya Hairi 

menjelaskan banyaknya pernikahan dini di kalangan muslim Madura 

dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka 

                                                           
  

15
 Amir Syarifuddin, Hukum, hlm. 39. 

  
16

 Abdullah Nasikh Ulwan, Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 93. 
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terdahulu dan sistem perjodohan sejak usia anak masih tetap dilakukan.
17

 

Persamaan pembahasan dengan penulis yaitu tentang perkawinan usia 

anak sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian dan faktor penyebab 

terjadinya perkawinan usia anak. 

4. Fina Lizziyah Fijraini dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh 

Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi 

Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan)”. Ia menjelaskan pandangan tokoh masyarakat di Desa Sengon 

yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan karena si perempuan 

sudah terlanjur hamil dan untuk menutup aib juga menyelamatkan status 

anak pasca kelahiran.
18

 Persamaan dengan penulis adalah sama-sama 

membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan di 

usia anak namun ada perbedaannya yaitu jika Fina Lizziyah Fajriani fokus 

pada pernikahan yang diakibatkan hamil pra nikah, penulis tidak hanya 

terfokus pada masalah itu namun ada problem lain tentang perkawinan 

dalam masyarakat yang belum terpecahkan. 

5. Kemudian dalam skripsi Iftikhah Kamalina yang berjudul “Praktik 

Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga” dijelaskan bahwa 

aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan belum tersampaikan 

secara penuh kepada masyarakat, angka permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Purbalingga masih relatif tinggi, dan jumlah 

                                                           
  

17
 Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Muslim Madura”, Skripsi, 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 

  
18

 Fina Lizziyah Fijriani, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat 

Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan), Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. 
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perkaranya setiap tahun masih banyak.
19

 Persamaan dengan penulis adalah 

sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak namun ada 

perbedaan dalam tinjauan hukumnya, dimana Iftikhah Kamalina 

menggunakan batasan usia perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tinjauan yang digunakan 

penulis adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

Nama 

(tahun)/Instutusi/Ju

dul Skripsi 

Hasil Riset Persamaan Perbedaan 

Hairi (2009)/ UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta/ 

Fenomena 

Pernikahan Dini di 

Usia Muda di 

Kalangan 

Masyarakat 

Muslim Madura 

(Studi Kasus di 

Desa Bajur 

Kecamatan Waru 

Kabupaten 

Pemekasan) 

Penelitian ini 

menjelaskan 

banyaknya 

pernikahan dini di 

kalangan muslim 

Madura 

dipengaruhi oleh 

faktor tradisi yang 

diwarisi oleh nenek 

moyang mereka 

terdahulu dan 

sistem perjodohan 

sejak usia anak 

masih tetap 

dilakukan 

 

Persamaan 

pembahasan 

penelitian ini 

dengan 

penulis yaitu 

tentang 

perkawinan 

usia anak 

Perbedaan  

antara 

penelitian 

ini dengan 

penulis 

yaitu pada 

tempat 

penelitian 

dan faktor 

penyebab 

terjadinya 

perkawinan 

usia anak 

                                                           
 

19
 Iftikhah Kamalina, “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga”, 

Skripsi, Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2019. 
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Fina Lizziyah 

Fijriani (2010)/ 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang/ 

Pandangan Tokoh 

Masyarakat 

Terhadap 

Pernikahan Dini 

Akibat Hamil Pra 

Nikah (Studi Kasus 

di Desa Sengon 

Agung Kecamatan 

Purwosari 

Kabupaten 

Pasuruan) 

Ia menjelaskan 

pandangan tokoh 

masyarakat di desa 

ini yang 

memperbolehkan 

perkawinan 

dilangsungkan 

karena perempuan 

sudah terlanjur 

hamil dan untuk 

menutup aib juga 

menyelamatkan 

status anak pasca 

kelahiran 

Persamaan 

dengan 

penulis 

adalah sama 

sama 

membahas 

mengenai 

pandangan 

tokoh 

masyarakat 

terkait 

perkawinan  

usia anak 

Perbedaan-

nya yaitu 

jika Fina 

Lizziyah 

Fajriani 

fokus pada 

pernikahan 

yang 

diakibatkan 

hamil pra 

nikah, 

penulis 

tidak hanya 

terfokus 

pada 

masalah itu 

namun ada 

problem 

lain dalam 

masyarakat  

Iftikhah Kamalina 

(2019)/ IAIN 

Purwokerto/Praktik 

Perkawinan di 

Bawah Umur di 

Kabupaten 

Purbalingga 

Aturan mengenai 

batasan minimal 

usia perkawinan 

belum 

tersampaikan 

secara penuh 

kepada masyarakat, 

angka permohonan 

dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama 

Purbalingga masih 

Persamaan 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

mengenai 

perkawinan 

usia anak 

Perbedaan-

nya yaitu 

dalam 

skripsi 

Iftikhah 

Kamalina 

tinjauan 

hukum 

batasan usia 

perkawinan 

berdasarkan 
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relatif tinggi, dan 

jumlah perkaranya 

setiap tahun masih 

banyak 

pada UU 

No. 1 Tahun 

1974 

tentang 

Perkawinan 

sedangkan 

tinjauan 

yang 

digunakan 

penulis UU 

No. 35 

Tahun 2014 

tentang 

Perlindunga

n Anak. 

 Berdasarkan telaah terhadap buku dan skripsi yang sudah disebutkan di 

atas, dapat diketahui bahwasanya belum ada penelitian yang sama 

pembahasannya dengan penulis terkait pandangan tokoh masyarakat baik 

perangkat desa maupun tokoh agama tentang perkawinan usia anak yang 

ditinjau dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. Penelitian dari penulis ini bisa dijadikan pelengkap bagi penelitian 

yang sudah ada dan dapat menciptakan kebaruan di bidang Hukum Keluarga 

Islam. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan adalah kerangka dari penelitian yang memberikan 

petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Agar 
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mendapat gambaran yang jelas maka peneliti akan menyajikan sistematika 

pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:  

 Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum 

tentang perkawinan usia anak, perlindungan anak menurut hukum positif di 

Indonesia, dan tokoh masyarakat. 

 Bab ketiga membahas penjelasan metode  penelitian. Meliputi jenis 

penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam proses 

meneliti pandangan  tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak (Perspektif 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). 

 Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan pandangan tokoh 

masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo 

tentang perkawinan usia anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

 Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, 

PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA, 

DAN TOKOH MASYARAKAT 

A. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak 

1. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, 

yaitu nikah dan zawaj. kedua kata ini sering terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab. Kata na-ka-ha  banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti 

kawin, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa‟ (4) ayat 3: 

عى فى  إًفٍ كىإًفٍ خًفٍتيمٍ أىلاا تػيقٍسًطيوا فِ الٍيػىتىامىى فىانٍكًحيوا مىاطىابى لىكيمٍ مًنى النًٌسىاءً مىثػٍنىى كىثيلاىثىى كىريباى

ةن   خًفٍتيمٍ أىلاا تػىعٍدًليوا فػىوىاحًدى

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka 

kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat 

orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”
20

 

 

 Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur‟an dengan arti 

kawin, seperti pada surat di bawah ini: 

ا لًكىيٍ لاى يىكيوفى عىلىي الٍميؤٍمًنًيٍى حىرىجه فِ أىزٍكىاجى أىدٍعًيى  ا فػىلىماا قىضىى زىيٍده مًنػٍهىا كىطىرنا زىكاجٍنىا كىهى
 ئهًًمٍ...

                                                           
 

20
 Tim Penerjemah Al-Qur‟an Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Diponegoro, 2000), hlm. 77. 
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“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, 

kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang 

mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka…
21

 

 

 Perkawinan berarti bergabung, yaitu bergabung dalam arti hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang  sah dan sudah 

didahului dengan akad terlebih dahulu.
22

 Perkawinan juga merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
23

 Dengan melihat kepada 

hakikatnya, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan 

perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.  

 Islam tidak memandang perkawinan hanya sebagai sarana untuk 

mencapai kenikmatan lahiriah saja, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang 

didasarkan pada ketentuan Allah dan bernilai ibadah. Perkawinan bisa juga 

disebut sebagai suatu kontrak antara laki-laki dan perempuan yang setara. 

Setara yang dimaksudkan yaitu sama-sama sudah memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan  berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membentuk 

sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Perkawinan hanya bisa 

dilaksanakan apabila dari kedua mempelai menyetujuinya. Bila ternyata 

perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka 

perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.  

                                                           
 

21
 Q.S al-Ahzab (33): 37. 

 
22

 Amir Syarifuddin, Hukum, hlm. 36.  

 
23

 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1. 
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 Perkawinan termasuk pelaksanaan anjuran agama, maka di dalamnya 

pastilah mengharapkan keridhaan Allah Swt. Dalam Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
24

 Selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
25

 

Perkawinan layaknya ladang yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan 

yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.  

 Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan 

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah 

ridha Illahi.
26

 Perkawinan sebagai sunnatullah berlaku bagi semua manusia 

dan merupakan jalan yang halal untuk manusia beranak-pinak yang siap 

melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas 

mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.  

 Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah 

mengadakan hukum yang sesuai sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai 

dengan ijab qobul.  Sebagai ikatan yang suci dan sah, perkawinan diharapkan 

                                                           
 

24
 Kompilasi Hukum Islam pasal 2. 

 
25

 Kompilasi Hukum Islam 3. 

 
26

 Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan 

Mulia, 1975), hlm. 29. 



19 
 

 
 

dapat menjaga dan memperkuat iman setiap orang yang sudah 

melaksanakannya agar semakin taat kepada-Nya. 

2. Perkawinan Usia Anak 

 Perkawinan usia anak telah menuai banyak pro dan kontra dari berbagai 

kalangan masyarakat maupun pemegang kebijakan. Terutama terkait dengan 

penetapan batas usia anak dalam perkawinan.  Perkawinan usia anak adalah 

perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya 

atau salah satunya belum memenuhi syarat usia, masih dalam status usia anak 

untuk melangsungkan suatu perkawinan.
27

 Perkawinan usia anak juga kerap 

kali dikaitkan dengan kondisi anak yang belum baligh.  

 Kapan dan pada usia berapa seorang anak akan baligh tidak dapat 

dipastikan. Apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun, maka 

perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilaksanakan pada usia di 

bawah 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah 17-18 tahun 

menurut Abu Hanifah.
28

 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
29

 

 KHI menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

                                                           
 

27
 Syahrul Mustofa, Hukum PencegahannPernikahan Dini, (Mataram: Guepedia, 2019), hlm. 73. 

 
28

 Faqihuddin Abdul Kodir, Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 67-68. 

 
29

 Kompilasi Hukum Islam pasal 4. 
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mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni 

calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya 16 tahun.
30

 Peraturan tentang usia perkawinan terbaru di Indonesia 

menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah jika laki-laki maupun 

perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.
31

 Dari semua pernyataan di atas 

perkawinan usia anak bisa dikatakan sebagai perkawinan yang berlangsung di 

bawah usia 19 tahun.
32

  

 Berdasarkan ketentuan di atas kita juga harus memahami dari hakikat usia 

anak itu sendiri. Usia anak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, namun saat anak berusia 

18 tahun atau kurang dari itu justru banyak yang sudah kawin. Jadi apabila 

terjadi perkawinan di bawah usia 18 tahun baik ia laki-laki maupun 

perempuan maka itu disebut dengan perkawinan usia anak.  

 Terjadinya kerancuan dan inkonsistensi dari berbagai peraturan mengenai 

usia perkawinan anak di atas dapat terjadi karena kurangnya sinkronisasi dan 

harmonisasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau perbedaan 

terhadap kepentingan, maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan dan 

belum adanya standar baku mengenai batas usia anak. Perkawinan usia anak 

                                                           
 

30
 Kompilasi Hukum Islam pasal 15. 

 
31

 Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1. 

 
32

 Eka Yuli Handayani, “Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja 

Putri di Kecamatan Tembusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”,  Maternity and Neonatal, Vol.1,  No.5.  

2014, diakses tanggal 12 Desember 2020. 
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dilarang karena menjadi salah satu faktor rendahnya sumber daya manusia di 

Indonesia akibat kurangnya minat generasi muda untuk belajar disebabkan 

mereka lebih memilih untuk kawin.  

 Pemahaman kepada semua pihak harus dilakukan utamanya anak dan 

orang tua tentang pentingnya memahami konsep perkawinan yang harus 

dilandasi dengan nilai-nilai formal dan perlindungan anak. Perkawinan jangan 

hanya dilihat dari segi romantismenya saja tapi banyak hal yang harus 

dipersiapkan yang akan dialami dalam sebuah perkawinan. 

3. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak 

 Ada banyak faktor yang menyebabkan para pemuda melakukan 

perkawinan usia anak. Perkawinan yang dilakukan oleh anak ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia karena belum bisa dikendalikan secara 

baik. Di sisi lain pergaulan remaja seiring berjalannya waktu mengalami 

banyak perubahan yang dianggap sudah semakin bebas,
33

 tidak jarang dari 

penyimpangan perilaku remaja masa kini mengakibatkan hal yang merugikan 

bagi mereka di kemudian hari dan mengharuskan mereka melangsungkan 

perkawinan pada usia anak.  Berikut beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan usia anak antara lain: 

a. Faktor Orang Tua 

 Keluarga merupakan komunitas terkecil yang terdapat di masyarakat. 

Setiap keluarga dalam satu rumah memiliki anggota yang beragam. Orang 

                                                           
 

33
 Wellina Sebayang dkk, Perilaku Sexs Remaja, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2. 
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tua merupakan keluarga utama bagi setiap anaknya. Dalam sebuah keluarga 

biasanya beranggotakan suami, istri dan anak,
34

 yang mana antara suami 

istri sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas anaknya. Perkawinan 

pada usia anak dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari 

orang tua. Alasan mendasar orang tua mengawinkan anaknya karena 

khawatir anaknya terjerumus pergaulan yang negatif atau bisa jadi karena 

menuruti keinginan anaknya untuk segera kawin. Tingkat pendidikan orang 

tua juga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang 

belum cukup umur.
35

 

b. Faktor Ekonomi 

 Dari berbagai studi yang dilakukan menemukan adanya kolerasi antara 

tingkat kesejahteraan ekonomi dengan tingkat perkawinan pada usia 

anak.
36

 Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi 

keluarga semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak. 

Sedangkan pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik jarang yang 

melakukan perkawinan usia anak. 

 

 

                                                           
 

34
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 

hlm. 67. 

 
35

 Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, “Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep 

Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan 

Blanakan Kabupaten Sumbang”, Kesehatan Pringan, Vol 1.1, No. 3, September 2014, diakses pada 

tanggal 24 Desember 2020. 
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 Syahrul Musthofa, Hukum,  hlm. 118.  
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c. Faktor Pendidikan 

 Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kemungkinan 

terjadinya perkawinan usia anak, karena tingkat pendidikan mempengaruhi 

cara pandang dan berfikir seseorang.
37

 Biasanya orang dengan tingkat 

pendidikan rendah tidak mengetahui tentang risiko masalah kesehatan yang 

terjadi akibat perkawinan usia anak dan tidak mempertimbangkan dari 

aspek lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak. 

d. Faktor Sosial Budaya 

 Sosial budaya atau tradisi masyarakat setempat menjadi salah satu 

faktor terjadinya perkawinan usia anak karena kebiasaan dalam masyarakat 

yang menganggap lumrah tentang perkawinan ini. Bahkan di sebagian 

masyarakat adat perkawinan berapapun usianya dianggap suatu 

kehormatan.
38

 Perkawinan di lingkungan masyarakat dinilai sebagai 

sesuatu yang sakral sehingga bagi sebagian orang menganjurkan untuk 

mempercepat proses dari perkawinan itu sendiri dibandingan melarangnya. 

e. Faktor Married by Accident (perkawinan karena kecelakaan) 

  Kehamilan diluar nikah terjadi karena anak melakukan hubungan 

melanggar norma yang mengharuskan mereka melaksanakan perkawinan 

guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan semacam ini 

memaksa mereka untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai pasangan 
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 Syahrul Musthofa, Hukum…hlm. 120. 
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 Armen, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,  (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 80. 
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suami istri juga sebagai orang tua bagi anak mereka. Di samping itu 

kehamilan anak diluar nikah juga mengakibatkan keluarga mendapat aib 

yang dalam hal ini membuat orang tua merasa malu dan terpaksa harus 

mengawinkan anaknya.
39

 

4. Usia Ideal Perkawinan 

 Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang mampu mencapai tujuan 

menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Usia ideal perkawinan 

merupakan usia yang dianggap cocok baik secara fisik maupun mental untuk 

melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan yang sudah cukup matang 

berguna untuk mengetahui pendirian masing-masing, perasaan saling kasih 

sayang dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk sehidup semati.
40

 

Dalam aturan agama Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik berapa 

usia ideal dalam melaksanakan perkawinan karena yang menjadi patokan 

hanyalah apabila seseorang sudah baligh maka orang itu sudah boleh kawin. 

 Ada banyak perspektif yang dipakai untuk menentukan batas minimal 

usia perkawinan. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

yang boleh kawin hanya yang sudah berusia di atas 18 tahun, sedangkan 

dalam UU No. 16 Tahun 2019 batas usia minimal kawin adalah 19 tahun baik 

laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah yaitu 
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 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, t.k 

t.p t.t, hlm. 17. 
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 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki  Dunia Perkawinan, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 

hlm. 5-6. 
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BKKBN
41

 yang bertanggung jawab untuk menekan laju penduduk dan 

mengatur agar keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera. Lembaga 

ini mempunyai program yang berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu 

program PUP.
42

  

 Indonesia sebagai negara dengan kapasitas padat penduduk perlu 

mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka 

kelahiran yang tinggi. BKKBN menetapkan usia ideal perkawinan adalah 21 

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
43

 Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam melakukan perkawinan kedua calon mempelai mestinya sudah 

mencapai usia yang matang. Perkawinan pada usia anak akan mengakibatkan 

putusnya sekolah dan membuat wanita tidak mandiri dan bergantung pada 

suaminya sehingga nantinya akan mempengaruhi status sosial dan ekonomi. 

 Secara sosial anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera 

rumah tangga dan hidup bermasyarakat. Secara ekonomi mereka sulit untuk 

mendapatkan penghasilan karena pada saat usia muda harusnya untuk 

mengasah keterampilan guna memperoleh pekerjaan malah sudah kawin. 

Masalah lain dari perkawinan usia anak adalah dapat menimbulkan risiko 
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 BKKBN singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan 
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bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 18 Januari 2021. 
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yang fatal dan sangat merugikan seperti masalah kesehatan, kekerasan, infeksi 

menular seksual termasuk HIV dan AIDS.
44

 Anak perempuan berusia 15-19 

tahun memiliki kemungkinan meninggal dunia dua kali lebih besar selama 

kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 

tahun, jadi bisa dikatakan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai 

dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan ibu serta bayi 

adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun.
45

  

 Seorang wanita yang hamil atau melahirkan di atas usia 20 tahun minim 

mengalami risiko-risiko merugikan seperti yang sudah tertuang di atas. Usia 

perkawinan bisa menjadi patokan persiapan pasangan baik secara fisik 

maupun mental dalam membina rumah tangga agar sesuai dengan tujuan 

perkawinan yaitu: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi naluri seks seseorang 

b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang  

c. Memperoleh keturunan yang sah.
46

 

 Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa usia perkawinan erat 

kaitannya dengan kemampuan fisik dan mental untuk membangun rumah 

tangga. Usia perkawinan yang ideal biasanya memiliki kematangan secara 

psikologis dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pasangan yang masih 
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berusia anak. Pasangan yang sudah cukup umur diharapkan dapat 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.  Sesuai 

dengan yang didambakan dan kelak dapat menjadikan suatu kehidupan 

masyarakat yang damai, sejahtera serta dinamis.
47

 

 

B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia 

1. Pengertian Anak 

 Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan yang Maha Esa 

dan senantiasa harus kita jaga. Dalam beberapa ayat Al-Qur‟an menyebutkan 

definisi anak sebagai berikut: 

a. Anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah Swt 

رنا دٍنىكيمٍ بِىًمٍوىؿو كىبىنًيٍى كىجىعىلٍنىكيمٍ أىكٍثػىرى نىفًيػٍ  ... كىأىمٍدى
“Dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak yang kami 

jadikan kamu kelompok yang lebih besar”
48

 

 

b. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia 

نػٍيىا...اىلٍمىاؿي كىالٍبػىنيوفى زيًػٍنىةي الىٍ  يىوةً الٍدي  
“Harta dan anak adalah perhiasan dunia”

49
 

 Anak adalah keturunan yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki 

maupun perempuan sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.
50

 

                                                           
 

47
Andi Syamsu Alam, Usia Ideal, hlm. 43. 

 48
 Q.S al-Isra‟ (17): 6. 

 
49

 Q.S al-Kahf (18) : 46. 



28 
 

 
 

Definisi anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 

1 berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang No. 1 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang 

yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin,
51

 sedangkan 

dalam KUH Perdata tidak menjelaskan definisi anak secara khusus namun 

dalam pasal 330 disebutkan bahwa seseorang belum dewasa apabila ia belum 

berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila ternyata cerai sebelum 

genap berusia 21 tahun maka ia tidak kembali ke kedudukan belum dewasa. 

 Anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa bergantung 

pada anak nantinya. Maka setiap anak harus dijamin hak hidupnya untuk 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam proses 

perkembangan anak terdapat beberapa fase. Proses perkembangan tersebut 

tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada 

perkembangan psikis,
52

 dan semua itu harus diperhatikan secara benar. Oleh 

karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak 

anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminsi dan eksploitasi yang tidak 
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berperi kemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.
53

 Anak merupakan 

aset yang sangat berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya.  

 Tanpa kehadiran seorang anak kehidupan rumah tangga akan terasa 

kurang sempurna. Dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak 

adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun, maka masalah yang masih 

ada saat ini bagi Indonesia yaitu banyaknya anak yang harus memikul 

tanggung jawab  diluar  batas kemampuannya.  

 Dari sekian banyaknya masalah menyangkut anak, terdapat beberapa 

masalah kompleks sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai 

budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya. 

Sehingga masalah ini tidak dapat dipahami secara yuridis saja, tetapi 

menyangkut faktor tingkat sosial ekonomi budaya di mana anak itu berada.
54

 

2. Pengertian Perlindungan Anak 

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembangan, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
55

 Perlindungan anak 

diperlukan untuk menjaga hak-hak dalam kehidupan setiap anak di kemudian 
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hari sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak juga dapat 

didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

agar setiap anak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan 

sosial. Perlindungan anak juga merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
56

  

 Masalah perlindungan anak pada masa sekarang sangat kompleks dan 

menimbulkan berbagai macam pendapat yang harus bisa diatasi bersama-sama 

selaku warga negara. Konsep mengenai perlindungan anak  sudah banyak 

tertuang dalam berbagai literasi dan norma-norma lainnya sebagai bentuk 

kepeduliaan negara dan masyarakat terhadap anak. Isu perlindungan anak 

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. 

Menegakkan HAM merupakan kewajiban setiap orang.  

 Negara berkewajiban pula dalam mengimplementasikan konvensi hak 

anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada saat ini masih 

banyak permasalahan mengingat banyaknya anak jalanan, anak terlantar, 

pekerja anak, perkawinan usia anak, bahkan kekerasan terhadap anak.
57

  UU 

No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini merupakan langkah yang 
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tepat dan sesuai sebagai suatu kemajuan dan perhatian besar terhadap anak, 

terutama upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.  

 Sebagaimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang 

belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara 

garis besar sudah jelas bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak ini menitik beratkan pada segala aspek terkait perlindungan anak yang 

masih dalam kandungan hingga ia berusia 18 tahun. Namun di dalamnya juga 

terdapat pasal yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak yang 

menjadi objek kajian utama penulis. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 

1 yang berbunyi: 

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 

b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan 

d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak. 

 Dalam ayat 2 disebutkan bahwa apabila orang tua tidak ada, atau tidak 

diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab 
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sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58

  

 Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa orang tua mempunyai tanggung 

jawab yang besar atas tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya 

perkawinan usia anak. Selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau 

pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka mereka harus 

dapat melindungi anak dari perlakuan sebagai berikut: 

1) Diskriminasi 

2) Ekploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

3) Penelantaran 

4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

5) Perlakuan salah lainnya.
59

 

 Memberikan perlindungan kepada anak bukan hanya menjadi kewajiban 

negara, namun juga diperlukan peran orangtua, keluarga, dan masyarakat baik 

melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.  

3. Hak-Hak Anak 

 Setiap orang terlahir sudah mempunyai HAM (Hak Asasi Manusia) 

masing-masing. Menurut Sieghart HAM diartikan dalam 2 hal yaitu: First, 

human rights are not acquired, nor can be they be transferred, disposed of or 
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extinghuished, by any act or event; the “in here” universally in all human 

being, throughout they lives, in virtue of their humanity alone, and they are 

“inalienable”. Secondly, their primary correrlative duites fall on States and 

their public authorities, not on other individuals…human right are primarily 

claims agaist the public authorities of the State it self.
60

 

“(Pertama, HAM tidak diperoleh, juga tidak dapat dialihkan, ditetapkan atau 

dimusnahkan dengan suatu tindakan atau melalui suatu peristiwa; HAM ada 

dengan sendirinya secara universal dalam diri semua umat manusia, sepanjang 

hidupnya, semata-mata karena kemanusiannya itu sendiri, dan HAM tidak 

dapat diasingkan dari manusia. Kedua, kewajiban timbal baliknya, bukan pada 

individu-individu yang lain…HAM terutama adalah tuntutan terhadap otoritas 

publik dari negara itu sendiri)”. 

 Perihal hak asasi anak, maka dapat dipahami bahwa hak asasi anak berarti 

kebutuhan yang bersifat mendasar bagi anak.
61

 Anak termasuk dalam 

kelompok manusia yang rentan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dan kadang 

diperlakukan secara kasar sehingga kerap menjadi korban kekerasan terhadap 

anak (child abuse). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
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negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
62

 Hak-hak seorang anak sangat 

ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak 

sangatlah penting bagi masa depan anak. 

  Dalam memenuhi hak anak ini sudah seharusnya orang tua melaksanakan 

perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab 

pembentukan pribadi anak.
63

 Hak dan kewajiban anak sejak tanggal 20 

November 1959 dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah disahkan dan 

dideklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang kewajiban manusia untuk 

memberikan yang terbaik bagi anak, di antaranya sebagai berikut: 

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya tanpa membedakan suku 

bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, 

kebangsaan, tingkat sosial, kaya, miskin, kelahiran, atau status lain, baik 

yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya 

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 

mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan moral, spiritual, 

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan 

kebebasan dan harkatnya 

c. Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaannya 
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d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat 

e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat 

keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan 

khusus 

f. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan 

g. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya 

h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma.
64

 

 Dalam Konvensi Hak Anak juga menjelaskan tentang materi hukum 

mengenai hak-hak anak yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam 4 

kategori yaitu: 

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights), yaitu hak-hak anak 

yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup 

(the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi 

dan perawatan sebaik-baiknya.
65

  

2) Hak terhadap Perlindungan (Protection Right), yaitu hak-hak anak yang 

meliputi hak perlindungan dari adanya diskriminasi, tindak kekerasan dan 
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keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak 

pengungsi.
66

  

3) Hak untuk tumbuh kembang (Development Right) yaitu hak-hak yang 

meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal dari hak untuk 

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual 

moral dan sosial anak. 

4)  Hak untuk berpartisipasi (Partisipation Right), yaitu hak-hak anak untuk 

dapat menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi 

anak. Hak untuk berpartisipasi ini merupakan hak mengenai identitas 

budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan 

keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi 

makna bahwa anak ikut memberikan sumbangan peran, dan bukan hanya 

seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuaatu yang 

berkaitan dengan perkembangannya. Hak untuk berpartisipasi ini telah 

diatur dalam pasal 12, 13, dan pasal 15 Konvensi Hak Anak.
67

 

 Permasalahan sosial anak sangat luas dan beragam, di antaranya 

mencakup anak korban pemerkosaan, anak yang dijadikan PSK, buruh anak, 

anak jalanan, anak pengungsi, anak yang ditelantarkan, anak korban 

kekerasan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
68

 Anak dalam 

kondisi seperti ini sangat membutuhkan perlindungan. Mereka bukan saja 
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tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering 

dilanggar hak-haknya, diperlakukan dengan kasar sehingga menjadi korban 

child abuse.  

 Child abuse dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, 

atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa/orang-orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, itu semua 

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan anak.
69

 Korban child abuse tidak memandang perbedaan jenis 

kelamin. Baik anak perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban 

dari tindak kekerasan ini. Akan tetapi kebanyakan yang mengalami hal ini 

biasanya perempuan. Tidak hanya oleh orang asing, keluarga seperti orang tua 

juga sering melakukan tindak kekerasan kepada anaknya.  

 Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi di semua lapisan masyarakat, 

namun hal ini lebih sering terjadi di lingkungan masyarakat kelas 

bawah/kurang mampu yang biasanya salah satu penyebabnya adalah tekanan 

ekonomi dan kemiskinan. Mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap 

hak anak di Indonesia maka sangat perlu menegakkan segala peraturan yang 

sudah ada. Selain hak-hak yang telah dijelaskan di atas, jaminan terhadap hak 

anak serta perlindungan dalam hukum nasional terhadap anak juga perlu 

dilakukan, dengan dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam 

masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan perhatian serta kasih sayang dari 
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orang tua maka akan  menumbuhkan jiwa yang baik bagi sang anak di 

kemudian hari.  

 Dari hal ini maka akan terbentuk suatu masyarakat yang memiliki 

kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.
70

 Meskipun di Indonesia 

sudah mempunyai Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang mencantumkan tentang hak anak, akan tetapi pelaksanaan 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak masih 

memerlukan undang-undang khusus sebagai landasan yuridis agar kondisi 

masyarakat lebih terkontrol karena mengingat masih tingginya ketidakadilan 

terhadap anak.  

 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai 

landasan terkait perlindungan anak mencantumkan hak-hak anak yang sangat 

mendasar antara lain sebagai berikut: 

a)  Setiap anak berhak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
71

 

b) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 
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c) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya  sesuai dengan minat 

dan bakat. 

d) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memaanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai 

dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. 

Hak anak harus dilindungi karena mereka belum mampu memenuhi dan 

melindungi hak-haknya sendiri. Anak sangat rentan mendapatkan tekanan 

dari orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu kita semua harus 

menjalankan tugas dan mengindahkan peraturan untuk melindungi hak 

setiap anak di Indonesia. 

 Agama Islam juga mengatur tentang hak-hak anak yang dimulai sejak 

anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun 

psikis mengingat pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus agama 

nantinya. Dalam agama Islam anak menjadi pihak yang harus mendapatkan 

perhatian besar.
72

 Anak berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur‟an dan hadis. 

Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat 

penting. Baik untuk orang tua maupun masyarakat demi kemajuan berbangsa 

dan bernegara. Dalam perspektif Islam terdapat 7beberapa hak anak sebagai 

berikut:  

1) Hak hidup dan tumbuh berkembang 
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Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh 

berkembang anak merupakan sebuah keharusan. Sementara mengabaikan 

hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Anak berhak mendapatkan 

jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. 

2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka  

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecendurungan alamiah 

untuk menghindari bahaya, namun Allah tetap secara tegas telah 

mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus melindungi dan menjaga 

diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya dari siksaan api 

neraka.
73

 

3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan  

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai sang 

anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, 

setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya baik untuk 

jaminan kelangsungan hidup maupun kebutuhan lainnya.  

4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran  

Anak berhak mendapatkan pendidikan karena hal ini merupakan kebutuhan 

mendasar bagi anak untuk bekalnya mengarungi kehidupan. Dengan 

mendapatkan pendidikan yang layak anak bisa menjalani kehidupan 

dengan baik karena ilmu merupakan jendela dunia. Pendidikan bukan 
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hanya dalam bidang formal, tetapi juga non formal seperti ilmu agama 

sebagai bekal dunia dan akhirat. 

5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 

Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di 

sisi Allah, yang membedakan di antara manusia hanya tingkat 

ketaqwaannya. Anak berhak mendapatkan keadilan dalam hal apapun, baik 

anak dari golongan miskin maupun kaya semua mempunyai hak yang 

sama.  

6) Hak mendapatkan cinta kasih 

Sudah menjadi fitrah manusia mempunyai rasa cinta, apalagi orang tua 

pasti sangat mencintai anaknya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan 

dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.
74

 

7) Hak untuk bermain 

Dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah SAW pun telah 

memberikan contoh hal ini pada saat Nabi memimpin shalat jamaah 

kemudian beliau sujudcucunya Hasan dan Husain menaiki punggung 

beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucunya turun dari 

punggung.
75
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8) Anak berhak mendapatkan waris  

Warisan merupakan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan 

diberikan kepada yang berhak seperti anak, orang tua, maupun saudara.
76

 

Anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya setelah orang tua meninggal. 

9) Hak mendapat perlindungan hukum 

Perlindungan anak dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur‟an dan 

sunnah Rosulullah SAW. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk 

menjaga keselamatan dan kesejahteraannya dalam tumbuh kembang 

potensinya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.
77

 

 

C. Tokoh Masyarakat 

1. Pengertian Tokoh Masyarakat 

 Tokoh masyarakat terdiri dari kata tokoh dan masyarakat. Dua kata ini 

memiliki makna yang berbeda. Tokoh berarti orang yang terkemuka dan 

kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya.
78

 Menurut 

Surbakti tokoh masyarakat ialah seorang yang disegani dan dihormati secara 

luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suata bangsa 
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negara.
79

 Sedangkan masyarakat dalam KBBI disebutkan sebagai sejumlah 

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang 

dianggap sama. Tokoh masyarakat ialah seorang yang disegani dan dihormati 

secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi figur yang menentukan 

kemajuan daerah yang ia tinggali. 

 Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-

sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan 

harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat 

tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan.
80

 Sikap kepemimpinan ini 

dijadikan panutan oleh masyarakat karena menganggap bahwa tokoh 

masyarakat adalah sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tidak bisa 

secara langsung menyampaikan aspirasi kepada lembaga pemerintahan yang 

lebih tinggi. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan 

dan tergantung satu sama lainnya.  

 Setiap bagian dari suatu masyarakat mempunyai peran masing-masing 

dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 

Tokoh masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat 

karena merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada di 
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lingkungan terpencil atau daerah pedesaan. Peran tokoh masyarakat di desa 

sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik 

yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat 

desa, selain itu tokoh masyarakat mempunyai partisipasi dalam berbagai 

bidang seperti pembangunan, pemberdayaan, dan kemajuan desa yang 

ditingggali. Tokoh masyarakat dapat menjadi panutan dan teladan bagi warga 

dalam menjalankan roda pemerintahan desa. 

 Tokoh masyarakat biasanya mempunyai kelebihan serta kecakapan dalam 

bertindak berdasarkan pada aspek intelektual, spiritual, dan komunikasinya. 

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat 

baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal atau melalui tahap seleksi 

seperti Kepala Desa, dan jajaran pemerintah/perangkat desa maupun yang 

didapatkan secara informal seperti pemuka agama. Perangkat desa merupakan 

jajaran dalam suatu desa yang melaksanakan kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu 

Kepala Desa dan perangkat desa.
81

 Sedangkan tokoh agama adalah orang 

yang berilmu dan dapat dijadikan sebagai role-model sehingga menjadi 

tempat rujukan ilmu bagi orang lain.
82
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 Jika dilihat dari sudut pandang agama Islam tokoh agama adalah orang 

yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang sesuai dengan 

ilmunya.
83

 Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, berarti orang 

yang mengetahui dan berilmu. Untuk menentukan kualifikasi dari tokoh 

agama dapat dilihat dari karya dan aktivitasnya, misalnya dalam skala 

regional bisa ditentukan berdasarkan apabila ia menjadi pengurus organisasi 

atau pemimpin lembaga tingkat regional dan menjadi tokoh dalam bidang 

tertentu yang banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat dan 

mempunyai pengaruh signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat.
84

 

2. Peran dan Wewenang Tokoh Masyarakat 

  Peran dari tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam segala aspek 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada hakikatnya tokoh 

masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu 

kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan 

mengarahkan anggotanya untuk sejalan dengan keinginan dirinya berdasarkan 

kepentingan bersama. Partisipasi tokoh masyarakat sangat menentukan 

pelaksanaan pemerintah desa. Berikut beberapa fungsi dari tokoh masyarakat 

yaitu: 
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a. Kepala Desa 

 Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.
85

 Sedangkan 

perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa.
86

 

Kepala Desa menjabat selama 5 tahun dan dipilih oleh warganya dengan 

cara pemilu. Kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab atas wilayah 

desanya dan memegang kekuasaan tertinggi atas segala hal dalam daerah 

pemerintahannya. 

b. Badan Pemerintah Desa (BPD) 

 Badan pemerintah desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan 

kewilayahan. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rencana 

peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.
87

 

c. Sekretaris Desa 

  Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa 

menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi  desa, membantu persiapan 

                                                           
 

85
 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

 
86

 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 3. 

 
87

 Bintoro Wardiyanto dkk, Percikan Tata Kelola dan Pembangunan Desa, (Surabaya: Airlangga 

University Press, t.t), hlm. 332. 



47 
 

 
 

penyusunan peraraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala 

Desa.
88

 

d. Pelaksana Teknis Desa 

1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) 

 KAUR PEM bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam 

mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi 

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, 

pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.  

2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan) 

 Kepala Urusan Pembangunan bertugas membantu Kepala Desa 

dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola 

administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. KAUR 

Pembangunan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi 

pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
89

 

3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat( KAUR KESRA) 

 KAUR KESRA bertugas membantu Kepala Desa mempersiapkan 

perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan 

melaksanakan program pemberdayaan dan sosial masyarakat. KAUR 
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KESRA berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, 

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
90

 

4) Kepala Urusan Keungan (KAUR KEU) 

 KAUR KEU bertugas untuk membantu Sekretaris Desa mengelola 

sumber pendapatan administrasi keuangan, penyusunan APB dan 

laporan keuangan desa serta melakukan tugas lain yang diberikan 

sekretaris.
 91

 

5) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) 

 Fungsi dari kepala urusan umum yaitu untuk membantu sekretaris 

dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi 

umum. Sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor 

serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
92

 

e. Pelaksana Kewilayahan 

1) Kepala Dusun 

 Kepala Dusun atau Kadus bertugas untuk membantu Kepala Desa 

melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja 

dan melaksanakan kegiatan yang diselenggaran pemerintah desa di 

kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.
93

 

2) Administrasi Desa 
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 Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 

penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa, jenis 

dan bentuknya menurut peraturan Mendagri ada 5 yaitu: 

a) Administrasi umum: berisi pencatatan data dan informasi mengenai 

kegiatan pemerintah desa 

b) Administrasi penduduk: berisi pencatatan data dan informasi 

mengenai penduduk dan mutasi penduduk 

c) Administrasi keuangan: berisi pencatatan data dan informasi 

mengenai pengelolaan keuangan desa 

d) Administrasi pembangunan: berisi pencatatan data dan informasi 

pembangunan yang akan sedang dan telah dilaksanakan 

e) Administrasi badan permusyawaratan desa: berisi pencatatan data 

dan informasi berkaitan dengan BPD.
94

 

 Struktur pemerintahan desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan 

difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. 

Setiap perangkat desa diharapkan melakukan tugasnya dengan baik. 

Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai membangunan 

yang direncanakan oleh pemerintah pusat.  
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f.  Tokoh Agama 

 Tokoh agama merupakan figure yang diteladani oleh masyarakat. 

Sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama 

diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern  yang terkadang 

lupa akan kodratnya sebagai umat beragama. Kedudukan tokoh agama 

memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap 

sebagai orang yang mempunyai tingkat pengetahuan tentang agama lebih 

banyak dibandingkan masyarakat lainnya. Ada tiga peran mendasar dari 

tokoh agama antara lain: 

1) Peran kaderisasi untuk mengelola organisasi keagamaan. Peran 

kaderisasi ini berguna agar suatu organisasi keagamaan tidak fakum dan 

tidak berkembang  

2) Peran pengabdian, tokoh agama mengabdikan diri secara langsung 

dalam kegiatan untuk memajukan masyarakatnya terutama di bidang 

keagamaan 

3) Peran dakwah, tokoh agama berperan mengontrol praktik kehidupan 

yang tidak benar serta meluruskan kepada jalan yang benar dan 

menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik.
95
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dalam pengumpulan 

datanya dilakukan secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
96

 Sedangkan metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam dan data pasti berupa nilai di balik data yang tampak.
97

 

 Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dan fokus penelitian penulis 

yaitu mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak. Penulis mencari 

data dengan cara terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui fenomena 

terkait perkawinan usia anak yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat di 

Desa Kalibening dan mencari informasi maupun data yang ada kaitannya dan 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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B. Lokasi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian 

karena masih tingginya angka perkawinan usia anak yang tentunya menjadi 

problem tersendiri bagi desa tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang 

kebanyakan menempuh pendidikan hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka belum mengerti risiko-risiko 

yang dapat ditimbulkan dari perkawinan pada usia anak.
98

  

 Dalam sebuah penelitian pasti ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek 

penelitian adalah sesuatu atau masalah yang diteliti, sedangkan subjek penelitian 

adalah tempat di mana dilaksanakannya penelitian tersebut. Objek dan subjek 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan perkawinan pada usia anak. 

Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak 

(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)” adalah 

penelitian yang dikhususkan mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait 

perkawinan usia anak ditinjau dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini yakni perangkat 
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desa yang berjumlah 3 orang dan tokoh agama 1 orang. Penulis memilih 

perangkat desa dan tokoh agama karena mereka merupakan orang-orang yang 

terkemuka di Desa Kalibening dan bisa dijadikan rujukan pendapat mengenai 

perkawinan usia anak. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada 

bagaimana proses perizinan perkawinan usia anak, lalu mengapa perkawinan 

usia anak bisa terjadi dan bagaimana peran serta pandangan dari tokoh 

masyarakat terkait masalah perkawinan usia anak. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek atau tempat penelitian ini adalah di Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Penelitian dimulai dari tanggal 24 Januari-

25 Februari 2021. 

 

C. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil 

dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.
99

 Pendekatan yuridis sosiologis 

artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-
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finding), yang kemudian menuju kepada identifikasi (problem-identification) dan 

pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).
100

 

 Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke masyarakat 

guna mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan  usia anak.  

 

D. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai sumber data sesuai 

dengan permasalahan yang penulis kemukakan dan menemukan dua sumber data 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama berupa informasi yang didapatkan langsung 

oleh penulis.
101

 Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui 

wawancara kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud oleh 

penulis adalah perangkat desa dan tokoh agama di Desa Kalibening, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo terkait bagaimana pandangan 

mereka tentang perkawinan usia anak. Perangkat desa yang diwawancarai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Bapak Mugiyono (Kepala Desa tahun 2019-2025) 
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2) Bapak Miarja Nimin (KAUR KESRA tahun 2018-2037) 

3) Ibu Fitri Widayati Amd.Keb (Sekretaris Desa tahun 2018-2059) 

Tokoh agama sebagai salah satu sumber data primer juga diwawancarai 

oleh penulis. Tokoh agama adalah seorang yang dianggap cakap, berilmu 

pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama 

dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya.
102

 Tokoh agama yang 

dijadikan narasumber adalah bapak Kyai Ahmad Syafi‟i, beliau menjadi 

panutan dan rujukan dalam bidang keagamaan masyarakat. Bapak Kyai 

Ahmad Syafi‟i menjadi panutan di Desa Kalibening karena beliau adalah 

Imam masjid dan guru mengaji bagi warga setempat.  

KAUR KESRA di Desa Kalibening juga dianggap sebagai tokoh agama 

karena ia menangani persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, misalnya 

terkait perkawinan dan perceraian. Penulis juga melakukan wawancara 

dengan pelaku perkawinan usia anak yang berjumlah 4 orang pada tahun 

2020, dan mewawancarai bapak H. Ahmad Ridlowi, S.H.I selaku Kepala 

KUA Kecamatan Sukoharjo guna memperoleh informasi tambahan untuk 

penelitian ini.    

b. Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu sumber data yang bertujuan untuk menguatkan dan 

memberi masukan serta mendukung data penulis.
103

 Data sekunder diperlukan 
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untuk memperjelas isi data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang ada 

relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai 

pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa 

Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Data tersebut dapat 

berupa catatan tentang perkawinan, buku-buku, penelitian terduhulu, artikel 

atau jurnal  yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Adanya data 

sekunder diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat hasil penelitian dari 

data primer. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
104

 Pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah 

memperoleh data. Sebuah metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berbagai setting sosial namun tetap memperhatikan cara yang sesuai dengan 

penelitian tersebut. Agar memudahkan dalam mengumpulkan data maka penulis 

menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka 

secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang 
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yang menjadi sumber data atau objek penelitian.
105

 Wawancara dilakukan 

antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk 

memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang realita terkait dengan 

tema penelitian. Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yakni 

wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur sering disebut wawancara mendalam atau wawancara intensif, 

sedangkan wawancara terstruktur merupakan wawancara baku yang sususan 

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.
106

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur 

dengan menggunakan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Selain itu 

penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur agar narasumber tidak 

merasa canggung dalam menyampaikan pendapat. Wawancara ini dilakukan 

untuk menggali informasi melalui orang yang dijadikan sebagai narasumber 

yakni tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Wonosobo, Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, dan anak yang melakukan 

perkawinan.  

2. Dokumentasi (Documenter) 

 Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data 

historis dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
107

 Penulis 
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mengumpulkan literatur dan data-data yang berkaitan dengan perkawinan usia 

anak berupa dokumen perkawinan, catatan, transkip, foto-foto, buku-buku 

maupun artikel  penelitian sejenis yang digunakan untuk melengkapi data-data 

yang belum didapatkan saat wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini 

terdiri atas sejumlah teks yang disusun berdasarkan pada data primer dan data 

sekunder. Untuk menyusun kepustakaan peneliti melakukan pengkajian 

terhadap buku-buku, skripsi, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang 

berhubungan dengan perkawinan usia anak dan pembahasan mengenai 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

 

F. Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan 

transkrip interview serta materi lain yang telah terkumpul agar peneliti dapat 

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian 

menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah 

ditemukan atau didapatkan dari lapangan.
108

 Analisis data dilakukan dengan cara 

mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu 

urutan dasar.
109

 Langkah utama yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis 
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data adalah dengan cara mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan sesuai 

dengan kategori berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.  

 Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Dimana metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah.
110

 Data yang diperoleh dalam metode ini berupa deskriptif 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai narasumber. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data seperti hasil wawancara 

mengenai bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak yang 

digambarkan dengan kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan dan kemudian 

penulis akan menggunakan perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak untuk meninjau pandangan tokoh masyarakat 

tersebut.  

 Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh penulis  menganalisis 

secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian 

diterapkan kaidah tentang perkawinan dan perlindungan anak yang bersifat 

umum.   
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BAB IV 

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING 

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO  

TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

 Letak Geografis Desa Kalibening yang merupakan bagian dari Kabupaten 

Wonosobo ini berada di ujung timur Kecamatan Sukoharjo. Luas wilayah 

Desa Kalibening yaitu 3,71 km² dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Desa Wanasraya 

b. Sebelah Barat : Desa Jebeng Plampitan 

c. Sebelah Selatan : Desa Garung Lor 

d. Sebelah Timur : Desa Tlogo
111

 

2. Kondisi Demografis 

 Berdasarkan data tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Kalibening 

mencapai 2.480 jiwa
112

 yang terdiri dari 1.290 jiwa laki-laki dan 1.190 jiwa 

perempuan. Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, hanya ada 

sekitar 10% yang beragama Kristen.
113

 Kondisi keagamaan di Desa 

Kalibening terbilang rukun, masyarakat sadar akan toleransi sehingga tercipta 
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kondisi yang nyaman dan tentram dalam kehidupan. Desa Kalibening 

merupakan desa yang masyarakatnya menjunjung tinggi keyakinan agama 

mereka masing-masing. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiataan 

keagamaan yang dilakukan. Terdapat beberapa kelompok jam‟iyah yang 

berkembang di desa ini, yaitu jam‟iyah diba‟ putra, jam‟iyah diba‟iyah putri, 

TPQ untuk mengaji dari anak kecil sampai orang dewasa, pengajian khusus 

ibu-ibu, dan masih banyak lainnya.  

 Kegiatan jam‟iyah ini biasanya dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu 

di malam jum‟at, sedangkan pengajian di TPQ dilakukan setiap hari. Kegiatan 

sosial keagamaan dilakukan selain untuk kepentingan religi perorangan juga 

untuk mengakrabkan hubungan antar tetangga dan kerabat sesama muslim.
114

 

Dari berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, maka bisa dikatakan bahwa 

kondisi keagamaan di Desa Kalibening sangat terjaga dan terpelihara.  

3. Kondisi Pendidikan 

 Berbeda dengan hal keagamaan, tingkat kesadaran pendidikan di Desa 

Kalibening justru masih terbilang rendah. Padahal pendidikan adalah salah 

satu faktor yang dapat menentukan kemajuan dari daerah tertentu. Kondisi 

tingkat pendidikan Desa Kalibening cukup beragam seperti pada tabel berikut: 
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Kondisi Pendidikan 

Tingkat pendidikan Jumlah Orang 

Strata II  2 

Diploma IV/ Strata I 33 

Akademi/Diploma III/S.Muda 13 

Diploma I/II 0 

SLTA/Sederajat 104 

SLTP/Sederajat 458 

SD/Sederajat 514 

Tidak Tamat SD/Sederajat 154 

Tidak/Belum Sekolah 138 

Sumber: data Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo 

tahun 2020 

 

 Masyarakat Desa Kalibening juga banyak yang menempuh pendidikan di 

pesantren. Akan tetapi mereka di pesantren hanya belajar ilmu agama saja, 

tidak sekaligus bersekolah. Kebanyakan anak di desa ini masuk pesantren 

setelah lulus SD. Para orang tua memasukkan anaknya ke pesantren dengan 

harapan agar mereka mendalami ilmu agama dengan baik dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai pendidikan 

anak baik dalam bidang formal maupun non formal tentunya bagi sebagian 

orang tua ada yang keberatan.  

 Di Desa Kalibening masih banyak keluarga dengan penghasilan rendah, 

mereka kurang memperhatikan tentang pentingnya pendidikan bagi anak. 

Keluarga yang sudah berkecukupan terkadang juga tidak mementingkan 
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pendidikan karena orang tuanya saja tidak mengeyam pendidikan yang tinggi 

maka mereka tidak tergerak untuk menyekolahkan anaknya. 

4. Visi dan Misi Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo 

a. Visi Desa Kalibening: 

“Terwujudnya Desa Kalibening Yang Maju, Makmur, Sejahtera, 

HUMANIS, (Hijau, Makmur, Anti Kemiskinan), Mandiri, Transparan,  dan 

Bermanfaat”. 

b. Misi Desa Kalibening: 

Berdasarkan visi yang disebutkan di atas, maka Desa Kalibening memiliki 

misi-misi sebagai berikut: 

1) Mewujudkan desa sehat, bersih dan bebas sampah 

2) Mewujudkan desa hijau dengan mengedepankan pelestarian dan 

penataan lingkungan yang asri 

3) Mewujudkan desa produktif melalui ekonomi kreatif dan kemandirian 

masyarakat.
115

 

5. Struktur Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Wonosobo 

 Perangkat Desa merupakan jajaran orang-orang yang mempunyai pengaruh 

yang besar dalam memajukan daerahnya. Perangkat desa mempunyai 
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wewenang dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal perizinan perkawinan. 

Berikut susunan Perangkat Desa Kalibening: 

Data Perangkat Desa Kalibening Tahun 2020 

No Nama Jabatan Masa Jabatan 

1 Mugiyono Kepala Desa 2019-2025 

2 Fitri Widayati Sekretaris Desa 2018-2059 

3 Shohidin Kaur Keunganan 2018-2037 

4 Paryono Bisar Kaur Umum dan 

Perencanaan 

2018-2027 

5 Faizin Kasi Pemerintahan 2020-2057 

6 Miarja Nimin Kasi Kesejahteraan 

Masyarakat 

2018-2037 

7 Kirno Widayat Kepala Dusun II 2018-2045 

8 Mahmudin Kepala Dusun I 2020-2054 

9 Pujo Imam M Staf Pembantu Kadus II 2018-2035 

10 Pujo Rahayu Paijo Staf Pembantu Kadus I 2018-2027 

Sumber: data Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Wonosobo tahun 2020 

 

 

6. Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo 

 Tokoh agama di Desa Kalibening merupakan orang-orang yang dijadikan 

patokan bagi masyarakat dalam bidang agama. Tokoh agama yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bapak Kyai Ahmad Syafi‟i. Penulis menjadikan 

beliau sebagai narasumber karena mempunyai peran atau pandangan yang 

penting terkait dengan perkawinan. Tokoh agama penting untuk dimintai 

pendapat tentang perkawinan karena perkawinan sendiri merupakan ibadah 
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dan bentuk menyempurnakan agama. Beliau adalah Kyai sepuh yang sangat 

disegani oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk 

menggali informasi terkait perkawinan usia anak kepada beliau. 

 

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak 

 Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci. Dalam melangsungkan 

perkawinan harus ada kesiapan dari kedua belah pihak baik dari segi usia, 

mental, ekonomi, dan lainnya. Berbicara mengenai usia dalam perkawinan, bisa 

diartikan sebagai waktu yang dianggap cocok baik secara mental maupun fisik 

untuk melangsungkan perkawinan. Apabila usia sudah cukup maka biasanya 

mental dan fisiknya juga sudah siap atau matang dalam menjalani rumah 

tangga.
116

 Namun pada kenyataannya di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo, tidak semua orang memahami mengenai pentingnya 

memperhatikan batasan minimal usia perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

tingginya angka perkawinan usia anak yang masih sering terjadi di desa ini.  

 Perkawinan usia anak ialah perkawinan yang dilangsungkan ketika seorang 

belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batas usia minimal kawin di Indonesia 

adalah 19 tahun. Di Desa Kalibening usia perkawinan anak terjadi ketika anak 

masih berusia antara 15-18 tahun. Perkawinan anak termasuk problem yang 
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masih sulit untuk diatasi karena setiap tahunnya pasti masih ada kasus 

perkawinan usia anak yang disebabkan berbagai macam faktor.  

 Oleh karena itu penulis mencoba mengumpulkan data terkait jumlah pelaku 

perkawinan usia anak Desa Kalibening guna mengetahui seberapa banyak kasus 

perkawinan usia anak yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Penulis 

memperoleh data di KUA Kecamatan Sukoharjo terkait jumlah penduduk pada 

tahun 2020 yang kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 24 orang dengan 

perincian sebagai berikut: 

Usia Perkawinan 

Usia kawin laki-laki Usia kawin perempuan 

   17 tahun 18 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 18 tahun 

2 orang 4 orang 1 orang 8 orang 5 orang 4 orang 

Sumber: data KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tahun 2020 

 

 Dalam menyikapi masih banyaknya perkawinan usia anak di Desa Kalibening, 

penulis mencari tahu berapa tinggi angka perkawinan usia anak di desa ini dan 

bagaimana proses perkawinan usia anak bisa mendapat perizinan dari pihak 

perangkat desa, mengingat masih tingginya angka perkawinan di bawah usia 18 

tahun yang mana dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak 

dibolehkan. Penulis dalam hal ini mencari informasi atau pendapat kepada orang 

yang sudah dipilih sebagai narasumber yang pendapatnya sebagai berikut: 
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1. Bapak Miarja Nimin berpendapat bahwa: “sebelum ada peraturan baru 

tentang batas minimal usia perkawinan, di Desa Kalibening angka 

permintaan dispensasi kawin tidak terlalu tinggi. Namun apabila yang 

bersangkutkan sudah sangat menghendaki untuk kawin maka ada prosedur 

yang harus dilewati agar bisa sidang dispensasi kawin ke Pengadilan Agama 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Membawa surat permohonan 

b. Surat keterangan dari desa  

c. Akta kelahiran 

d. Akta nikah orang tua 

e. KTP 

f. Surat keterangan penolakan dari KUA, Apabila setelah ditolak di KUA 

ternyata setuju maka tidak perlu ke Pengadilan Agama. 

g. Kemudian ke Pengadilan Agama untuk sidang agar mendapat izin lalu ke 

KUA lagi guna mengurus administrasi selanjutnya.  

  Biasanya faktor yang menyebabkan mereka kawin usia muda karena sudah 

hamil duluan. Jadi di Pengadilan Agama dibolehkan, karena apabila 

pengadilan tidak memberikan izin maka akan mempengaruhi pada 

administrasi si anak. Anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan tidak 

dapat mencantumkan nama ayahnya di akta kelahiran”.
117
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2.  Bapak Mugiyono berpendapat: “tingkat perkawinan usia anak di Desa 

Kalibening ini menengah atau sedang. Perkawinan ini terjadi biasanya 

karena memang anak itu sudah ingin kawin, karena mereka sudah bebas 

pergaulannya, dan kurang pengarahan dari orang tua. Prosedurnya sendiri 

dari yang bersangkutan harus melakukan sidang di Pengadilan Agama. 

Sedangkan dari desa tidak ada prosedur khusus, hanya memberikan surat 

pengantar, arahan, dan bimbingan. Dari desa melakukan upaya agar angka 

perkawinan usia anak ini tidak terus terjadi yaitu dengan cara melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi terkait perkawinan usia anak”.
118

 

3. Ibu Fitri Widayati berpendapat bahwa: “menurut saya angka perkawinan usia 

anak di Desa Kalibening ini masih cukup tinggi. Faktor yang menyebabkan 

hal ini adalah SDM, dimana sumber daya manusia ini menentukan pola pikir 

setiap orang. Orang desa biasanya lebih cenderung mengawinkan anaknya 

yang masih belum cukup umur karena biasanya kalau anak perempuan tidak 

segera menikah akan dijuluki perawan tua. Harusnya orang tua menjelaskan 

atau mengarahkan pada anaknya apabila dari segi finansial, reproduksi, dan 

emosionalnya belum siap maka jangan dulu kawin”.
119

 

  Dalam menyikapi hal ini, penulis mencoba mencari tahu juga bagaimana 

tanggapan dari tokoh agama mengenai perkawinan usia anak, karena selain 
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perangkat desa tokoh agama juga merupakan orang yang mempunyai pengaruh 

besar di Desa Kalibening. Pendapat yang disampaikan oleh tokoh agama Desa 

Kalibening sebagai berikut: 

4. Bapak Kyai Ahmad Syafi‟i berpendapat bahwa: “pernikahan dini adalah 

pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum bisa melakukan hubungan 

seksual, kalau berhubungan ia akan terdzolimi atau sakit maka anak itu 

belum boleh menikah. Tapi terkadang ada pasangan yang menikah 

perempuannya masih di bawah umur dan laki-lakinya sudah dewasa, si 

perempuan sudah bisa melayani suami maka tidak apa-apa menikah. Zaman 

sekarang sangat bebas, anak bisa mengakses sosmed dan konten dewasa 

secara bebas, tanpa pengawasan orang tua. Hal ini justru lebih mendekatkan 

pada zina. Daripada anak pacaran berzina, lebih baik dinikahkan saja 

dengan cara yang halal malah lebih tentram kehidupannya”.
120

 

  Berdasarkan beberapa pendapat perangka desa dan tokoh agama di atas, 

penulis mencoba mencari pendapat lain kepada narasumber yang memahami 

persoalan perkawinan usia anak. Penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yang pendapatnya sebagai berikut: 

5. Bapak H. Ahmad Ridlowi, S.H.I berpendapat bahwa: “angka perkawinan usia 

anak di Kecamatan Sukoharjo terbilang sedang yaitu 7.6% pada tahun 2020, 

dan terdapat 24 kasus perkawinan usia anak. Desa Kalibening sendiri 
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termasuk desa dengan angka perkawinan usia anak yang lumayan banyak 

karena ada 4 kasus selama tahun 2020. Ada banyak faktor yang menyebabkan 

perkawinan usia anak, antara lain: 

a) Orang tua menghendaki untuk mengawinkan karena takut anak terjerumus 

ke pergaulan bebas 

b) Orang tua khawatir anaknya hamil di luar nikah 

c) Anak sudah hamil 

d) Medsos yang mengakibatkan anak dewasa sebelum waktunya karena 

sering mengakses situs untuk orang dewasa”.
121

 

  Secara garis besar bisa dikatakan bahwa faktor yang sangat memengaruhi 

tingginya angka perkawinan usia anak adalah sumber daya manusia yang 

masih rendah dan hamil di luar nikah. Hal ini tentu menjadi sorotan karena 

berarti masyarakat di Desa Kalibening belum memahami mengenai ketentuan 

yang ada dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh 

sebab itu penulis juga mencari tahu mengenai pandangan narasumber tentang 

perkawinan usia anak. Pandangan atau pendapat narasumber sangat penting 

agar penulis mengetahui apakah narasumber memahami tentang perlindungan 

anak atau tidak, karena dalam mengizinkan perkawinan usia anak ini haruslah 

berpedoman kepada peraturan yang sudah ada. Pandangan narasumber tentang 

perkawinan usia anak adalah sebagai berikut: 
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a. Bapak Ahmad Ridlowi, S.H.I berpendapat bahwa: “Menurut saya, 

mengawinkan anak saat usia belum mencukupi ini termasuk melindungi 

anak atau bukan tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Bisa dianggap 

sebagai perlindungan anak apabila orang tua khawatir anak akan 

terjerumus pada pergaulan bebas yang akan merugikan si anak di 

kemudian hari, namun apabila dari perkawinan itu anak menjadi 

kehilangan hak-haknya tentu hal itu juga merugikan anak nantinya. 

Banyaknya kasus perkawinan usia anak ini membuat angka permohonan 

dispensasi perkawinan di Kabupaten Wonosobo menjadi naik dan hak 

pendidikan anak 12 tahun tidak terpenuhi. Maka harus menaikkan batasan 

minimal usia perkawinan. Selain itu, apabila kawin pada saat belum 

mencapai usia dewasa maka fisik dan mental dari si anak terkadang belum 

siap, dari hal ini kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi karena dari 

kedua pihak belum mengerti kewajiban masing-masing dan menyebabkan 

lepasnya atau tidak tercapainya tujuan awal dari perkawinan tersebut. 

Pandangan saya apabila perkawinan mengacu pada ketentuan yang 

sebelumnya maka tujuan dari perkawinan ini bisa saja tidak terpenuhi dan 

tidak sesuai dengan batasan usia kawin yang ada di UU Perlindungan 

Anak. Tujuan dari perkawinan sendiri kan membentuk keluarga yang 

sakinah berdasarkan ketentuan Tuhan YME”.
122
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  Dari pernyataan narasumber tersebut bisa dipahami bahwa perlindungan 

terhadap anak harus didahulukan dalam kondisi apapun. Melindungi anak agar 

tidak terjerumus pergaulan bebas memang merupakan kewajiban orang tua, 

namun untuk menjaga anak agar tidak sampai pada hal tersebut bisa dilakukan 

dengan cara lain, bukan hanya dengan cara dikawinkan. Salah satunya dengan 

memenuhi hak pendidikan untuk anak, apabila anak terdidik dengan benar 

maka tidak akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas.   

 Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, 

sedangkan jika kawin dilakukan hanya sebagai upaya agar anak tidak salah 

pergaulan maka tujuan dari perkawinan malah dikesampingkan.
123

 Dalam 

melangsungkan perkawinan juga harus mempertimbangkan dari segi kesiapan 

psikis dan fisik. Perkawinan yang dilangsungkan ketika usia sudah matang 

maka minim resiko mengalami kesalah pahaman karena pemikiran sudah 

dewasa dan minim terjadi masalah kesehatan karena organ reproduksinya 

sudah siap.  

b. Bapak Mugiyono: “Menurut saya, untuk menghindari istilah pernikahan 

dini itu ya mending pakai aturan yang minimal kawin untuk perempuan 17 

dan laki-laki 19, tapi mengingat pada usia segitu kan belum lulus SMA jadi 

ya pakai yang 19 tahun saja agar hak anak dalam pendidikan terpenuhi. 

Namun aturan 19 tahun ini menjadi tidak efektif untuk masyarakat, yang 

harusnya tidak sidang malah harus sidang. Orang desa kan biasanya tidak 
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mau ribet lah istilahnya. Pemerintah kan sudah melakukan sosialisasi 

tentang perkawinan, namun hal ini ya kembali ke hak mereka masing-

masing, karena ada peraturan tidak boleh menikah dini, tapi dipebolehkan 

sidang. Apabila tidak diperbolehkan sidang takutnya semakin banyak 

timbul kemaksiatan. Apabila ternyata anak perempuannya sudah hamil 

duluan maka hal inilah yang memperkuat izinnya dikabulkan. Sebenarnya 

perkawinan anak ini bisa dikatakan sebagai upaya perlindungan terhadap 

anak karena untuk mengantisipasi agar anak tidak hamil di luar nikah. 

Kesadaran warga desa ini sudah lumayan, karena tahun 2019 angka 

perkawinan usia anak ini lebih tinggi”. Dalam kenyataannya sekarang si 

dari pihak perangkat desa masih mengizinkan perkawinan usia anak 

karena perangkat desa ini kan tugasnya melayani masyarakat, jadi jika 

perkawinan anak dilarang takutnya malah menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa”.
 124

 

  Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak 

setuju dengan adanya istilah pernikahan dini/ perkawinan usia anak, artinya ia 

lebih setuju apabila masyarakatnya menaati aturan batas usia perkawinan yang 

sudah ada. Namun dengan adanya peraturan batas usia minimal kawin 19 

tahun
125

 dan mempertimbangkan batas usia anak yang ada di UU No. 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak yaitu 18 tahun akan memperumit proses 
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administrasi saat pendaftaran perkawinan di KUA mengingat harus 

mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila usianya belum 

mencukupi. Kepala Desa dalam hal ini lebih mengedepankan perannya dalam 

melayani masyarakat. Sehingga ia mengizinkan perkawinan usia anak agar 

masyarakatnya tentram dan tidak merasa disulitkan. 

c. Bapak Miarja berpendapat bahwa: “Peraturan batasan usia kawin ini 

sebenarnya efektif untuk menekan angka perkawinan usia anak karena 

peraturan ini mempertimbangkan kedewasaan anak, akan tetapi untuk 

kasus hamil diluar nikah maka tetap diizinkan sebagai bentuk kebijakan 

kepada masyarakat. Pandangan saya apabila sebagai tokoh agama ya 

tentu memperbolehkan perkawinan itu, yang penting kan anaknya sudah 

baligh, karena perkawinan itu juga upaya untuk menghindari kemaksiatan. 

Sebagai perangkat desa ya saya tentu lebih mengutamakan kepentingan 

masyarakat, jika ada masyarakat yang meminta izin untuk kawin ya harus 

dilayani karena itu sudah menjadi tugas perangkat desa.
126

 

  Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peraturan mengenai batas minimal 

usia perkawinan merupakan hal yang penting dalam menekan semakin 

tingginya perkawinan usia anak. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral 

dan harus dipersiapkan secara matang. Salah satu caranya yaitu dengan 

melangsung perkawinan pada usia ideal. Usia ideal untuk kawin menurut UU 
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No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuaan. 

Namun apabila ternyata terjadi MBA (married by accident) maka harus segera 

dikawinkan, karena apabila tidak dikawinkan administrasi anak yang 

dikandung akan bermasalah setelah dilahirkan nanti.  

  Anak yang masih dalam kandungan juga harus dijaga hak-haknya agar 

setelah lahir mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
127

 Hal ini sudah 

tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Selain itu, mengawinkan anak yang sudah hamil juga 

merupakan bentuk perlindungan agar anak tidak dicemooh karena aib yang 

menimpanya, terlebih apabila ia melahirkan tanpa suami pastinya akan lebih 

menggangu kesehatan psikisnya.  

d. Ibu Fitri Widayati: “Kalau dibandingkan dengan peraturan tentang 

perkawinan antara yang dulu dengan yang sekarang ya jelas lebih baik 

yang sekarang, 17 tahun itu kan ibaratnya masa peralihan dari remaja ke 

dewasa jadi masih labil, kalau 19 tahun kan lumayan pikirannya sudah 

matang, karena ya realisitis saja, menikah pasti menyiapkan ekonomi 

seperti apa dan emosional perorangan harus dijaga. Dengan kondisi 

emosional yang masih labil biasanya kalau ada masalah bisa saja 

langsung minta pisah. Jadi tidak menikahkan anak sebelum 18 tahun itu ya 

melindungi anak mbak. Namun karena kami sebagai perangkat desa 
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bertugas untuk melayani masyarakat ya tetap memberi izin kepada yang 

hendak kawin sebelum usianya mencukupi, karena perkawinan usia anak 

masih menjadi hal yang wajar di Desa Kalibening maka ketika masyarakat 

meminta izin dan pihak perangkat desa memberi arahan untuk menunda 

perkawinan sampai usianya mencukupi kadang mereka masih ngeyel”.
128

 

  Dari pernyataan narasumber di atas, bisa dikatakan dalam melangsungkan 

perkawinan haruslah sudah siap dari segala sisi. Perkawinan tidak cukup 

hanya dengan cinta saja namun membutuhkan aspek-aspek lain guna 

memelihara cinta dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi psikis seseorang 

yang hendak melangsungkan perkawinan harus sudah matang karena apabila 

emosionalnya masih labil maka akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah 

tangga. Salah satu cara meminimalisir banyaknya pertengkaran dalam rumah 

tangga nantinya adalah melangsungkan perkawinan dengan usia yang sesuai 

dengan batas minimal dalam undang-undang.  

  Dalam pasal 26 ayat 1 huruf a orang tua mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak. 

Artinya, sebelum anak berusia 18 tahun anak seharusnya mendapatkan hak-

haknya. Dengan mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang benar, anak 

akan tumbuh menjadi pribadi yang baik sehingga pada saat ia kawin kelak 
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maka ia bisa membina keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan 

perkawinan.
129

 

e. Bapak Kyai Ahmad Syafi‟i: “Ada aturan tentang batasan usia nikah, masa 

yang mau nikah tidak boleh yang zina tanpa nikah boleh, orang tua harus 

memahami ini. Menikah itu tidak menghalangi pendidikan, bisa lah setelah 

nikah sekolahnya dilanjut lagi. Misalkan antara besan membuat perjanjian 

untuk tetap membiayai pendidikan anaknya setelah menikah, begitukan 

tetap enak bagi keduanya. Hal ini lebih baik daripada dalam proses 

menunggu waktu untuk mencapai usia minimal perkawinan malah berzina. 

Apabila ternyata setelah menikah  suami belum bisa memberikan nafkah 

karena masih kecil tentu itu tergantung keridhoan istri. Pernikahan bukan 

untuk mencari kenikmatan dunia tetapi untuk keselamatan dunia dan 

akhirat. Urusan pernikahan harusnya dipermudah. Zaman sekarang ini 

hamil di luar nikah dipandang seperti hal yang sudah biasa, naudzubillah, 

daripada seperti itu kan mending nikah saja. Anak itu jangan dipandang 

sebagai anak saja, pandanglah sebagai wanita dan pria yang pasti 

mempunyai naluri seksual, ini kalau tidak segera dinikahkan bahaya 

apalagi kalau sudah sering ke sana sini bersama. Dalam Islam menikah 

muda hukumnya halal selagi dalam rukun pernikahan yang sah dan sesuai 
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dengan syarat-syaratnya. Orang tua harus mengarahkan pada anaknya 

yang menikah agar tercipta keluarga yang sakinah”.
130

 

  Tokoh agama dalam menyikapi perkawinan usia anak justru mendukung, 

karena menganggap perkawinan lebih baik daripada semakin banyak terjadi 

perzinaan. Patokan tokoh agama dalam mengizinkan perkawinan usia anak 

asalkan anak yang hendak kawin sudah baligh. Ketentuan mengenai patokan 

baligh ini merujuk pada fikih klasik, dimana seseorang dianggap sudah 

dewasa dan boleh kawin ketika ia sudah baligh. Baligh bagi perempuan 

ditandai ketika ia sudah haidl dan sudah mimpi basah bagi laki-laki.
131

 

Padahal seseorang mengalami haidl atau mimpi basah biasanya ketika berusia 

9-15 tahun. Anjuran kawin dari tokoh agama ini berdasarkan hadis Nabi SAW 

yang menganjurkan kawin bagi yang sudah mampu sebagai berikut: 

: كي  , فػىقىاؿى عىبٍدياللَّاً ةى كالٍأىسٍوىدً عىلىى عىبٍدًاللَّاً : دىجىلٍتي مىعى عىلٍقىمى ػ, قىاؿى ناا مىعى عىنٍ عىبٍدً الٍرٌحٍْىنً يىزيًٍدى

يٍئان, فػىقىاؿى لىناى رىسيوؿي اللَّاً صلى الله عليو عليو  دي شى النابًٌ صلى الله عليو ك سلم شىبىابان لاى نَىً

مىعٍشىرالشابىابً, مىنًاسٍتىطىاعىالٍباىءىتى فىالٍيػىتػىزىكاجٍ, فىإنٍاوي أىغىضُّ للًبىصىرً, كىأىحٍصىني للًٍفىرجًٍ, كسلم: " يَى 

   132كىمىنٍ لَىٍ يىسٍتىطًعٍ فػىعىلىيٍوً بًالٍصاوًٍـ فىاًناوي لىوي كًجىاءه" )ركاه البخرم(

 Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran untuk kawin bagi yang sudah 

mampu karena itu lebih menundukkan pandangan. Apabila belum mampu 
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maka hendaknya berpuasa. Berpuasa berarti menahan, menahan untuk tidak 

segera kawin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya memanfaatkan 

waktu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menyalurkan bakat, minat, 

dan lain sebagainya. Pendapat tokoh agama yang menganjurkan bagi anak 

untuk segera kawin ini berlaku untuk anak yang sudah mampu melakukan 

hubungan seksual. Padahal kawin bukan hanya tentang hubungan intim saja, 

banyak hal lain yang harus dipersiapkan. Anak yang sudah mampu melakukan 

hubungan seksual belum tentu mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai 

pasangan suami istri.  

 Dilihat dari segi kesiapan baik mental, fisik dan ekonomi, anak yang 

berusia masih di bawah 18 tahun biasanya belum siap. Jika berpatokan pada 

hadis tersebut justru seharusnya tokoh agama memahami bahwa anak yang 

belum mampu untuk kawin hendaknya menahannya. Anak belum mampu 

kawin bisa dilihat dari bagaimana cara ia mengurus dirinya, jika anak belum 

mampu mengurus dirinya sendiri maka bisa dipastikan jika kawin ia akan 

mengalami kesulitan mengurus rumah tangganya. Menurut tokoh agama, 

mengawinkan anak lebih cepat merupakan upaya pemenuhan hak anak agar 

terlindungi dari siksaan api neraka yang bisa disebabkan dari terjerumusnya 

anak pada pergaulan bebas. Padahal hak anak dalam hal ini bisa didapatkan 

jika anak sudah terdidik secara baik. Anak yang terdidik bisa membedakan 

perkara baik dan benar, maka ia akan menjauhi atau menghindari pergaulan 
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bebas agar tak merusak masa depannya. Hak anak yang ditekankan dalam 

Islam antara lain: 

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan 

2. Hak mengetahui nasab 

3. Hak mendapatkan asuhan 

4. Hak dilindungi dari siksaan api neraka 

5. Hak mendapatkan perlindungan hukum.
133

 

 Hak-hak di atas dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara. Orang tua 

sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak harus jeli dan 

memperhitungkan dengan benar cara apa yang ditempuh agar anak bisa 

terpenuhi hak-haknya. Perkawinan merupakan ibadah yang akan dijalani 

sampai akhir hayat, maka perlu persiapan yang matang sebelum 

melaksanakannya. Jika hanya merujuk pada pendapat tokoh agama tentang 

anjuran untuk segera mengawinkan anak agar anak tidak terjerumus pergaulan 

bebas justru hak-hak lain untuk anak bisa tidak terpenuhi, karena jika anak 

sudah kawin, maka secara otomatis hak-haknya sebagai anak sudah hilang, 

karena sudah dianggap sebagai orang dewasa.  

 Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia anak yang 

masih di bawah 18 tahun mempunyai hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh 

orang tua. Seperti yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
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a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak. 

 Dari hal ini bisa dikatakan bahwa tokoh agama dalam menganjurkan untuk 

segera mengawinkan anak tidak mempertimbangkan hak-hak anak yang 

seharusnya didapatkan oleh  anak sebelum kawin, karena apabila seseorang 

sudah kawin ia sudah masuk dalam kategori dewasa dan lepas dari tanggung 

jawab orang tua dalam memenuhi hak-haknya,
134

 sudah menjadi kewajiban 

bersama sebagai warga negara untuk menaati segala peraturan yang ada dalam 

undang-undang. Apabila masih ada pihak yang tidak setuju dengan undang-

undang yang ada maka akan terjadi kendala dalam menjalankannya. Apalagi 

jika pihak yang bersangkutan adalah orang yang dijadikan panutan bagi  

masyarakat, seperti pendapat tokoh agama di atas yang lebih mendukung 

perkawinan usia anak. Pendapat ini kemudian menjadi panutan bagi 

masyarakat dan akhirnya melanggar ketentuan undang-undang terkait batas 

minimal usia perkawinan.  

 Masalah tentang perkawinan usia anak ini bukan hanya ada pada orang tua 

atau tokoh masyarakat yang mengizinkan adanya perkawinan ini, namun juga 
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ada pada pelaku perkawinan. Agar penulis mengetahui secara langsung apa 

yang menyebabkan anak melakukan perkawinan, penulis melakukan 

wawancara dengan anak yang kawin pada saat mereka masih berusia di bawah 

18 tahun. Hasil wawancara dengan mereka adalah sebagai berikut: 

1) A (nama disamarkan/perempuan): “saya menikah saat berusia 16 tahun. 

Pada saat itu saya belum paham tentang berbagai persiapan perkawinan, 

yang saya tahu saya hanya suka dengan pasangan dan ingin hidup 

bersama. Lalu waktu itu suami saya mengajak untuk menikah saja, 

kemudian nembung dengan orang tua saya. Orang tua langsung 

menyetujuinya dan tidak berselang lama saya menikah. Sebelum menikah 

saya sudah kenal dengan suami saya sekitar 8 bulan lah. Jadi bisa 

dikatakan saya perkawinan saya ini atas dasar keinginan saya sendiri 

kemudian didukung oleh orang tua”. 

2) B (nama disamarkan/laki-laki): “saya menikah saat usia saya 17 tahun. 

Sebenarnya saya belum ingin menikah pada saat itu karena saya masih 

muda dan masih ingin menikmati masa muda saya bersama teman-teman. 

Tapi memang ada masalah dengan hubungan saya dan pacar, karena dia 

ternyata sudah hamil anak saya. Istri saya pada saat itu berusia 20 tahun. 

Jadi mau tidak mau ya saya harus menikah dan bertanggung jawab”. 

3) C (nama disamarkan/perempuan): “saya menikah ketika saya berusia 16 

tahun. Kami memutuskan untuk menikah karena memang saya sudah hamil 

duluan. Saya kenal dengan suami semenjak kelas 3 SMP, lalu setelah saya 
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lulus kami sering jalan berdua sampai kami melakukan hubungan intim 

dan akhirnya menikah”. 

4) D (nama disamarkan/perempuan): “waktu menikah saya masih berusia 16 

tahun. Pada saat itu memang saya sudah berkeinginan nikah, orang tua 

juga sudah ingin menikahkan karena saya sudah hamil duluan. Saya kenal 

dengan suami lewat medsos kemudian ketemu lalu pacaran 7 bulan”.
135

 

 Dari penjelasan narasumber yang melakukan perkawinan usia anak, penulis 

memahami bahwa ternyata mereka juga sudah berkeinginan untuk kawin dan 

ada yang karena sudah hamil. Keinginan untuk kawin itu kemudian disetujui 

oleh orang tuanya. Orang tua yang mengambulkan keinginan anaknya untuk 

kawin ini secara tidak langsung mengabaikan hak-hak anaknya yang belum 

terpenuhi, seperti yang sudah  tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang memuat tentang hak dasar anak sebagai berikut: 

a) Setiap anak berhak tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
136

 

b) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

                                                           
 

135
 Hasil wawancara dengan para pelaku perkawinan usia anak, 13 Februari 2021. 

 
136

 Undang-Undang No. 35, pasal 4. 



84 
 

 
 

c) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakat. 

d) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memaanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai 

dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. 

 Berdasarkan pasal di atas yaitu pasal 4, 8, 9, dan 11 UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak bisa dipahami bahwa anak mempunyai hak-

hak yang harus dipenuhi orang tuanya. Apabila ternyata kawin pada usia anak 

maka hak-hak di atas tidak dapat terpenuhi. Hal ini sudah seharusnya 

diperhatikan secara serius karena menyangkut kemajuan dan perkembangan 

anak nantinya supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Ketika 

anak sudah kawin maka ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan dan mengembangkan dirinya padahal ini sangat menentukan dan 

mempengaruhi kehidupannya di masa depan.  

 Hak anak seharusnya didapatkan oleh semua anak di Indonesia dengan 

dukungan dan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Misalnya, agar anak bisa 

mendapatkan pendidikan maka orangtuanya harus menjembatani dan 

membiayainya. Sama halnya dengan masalah perkawinan, apabila anak ingin 

kawin maka harus mendapatkan restu dari orang tuanya terlebih dahulu. 
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C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak 

(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak) 

 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara 

hukum merupakan perlindungan dan aturan bagi semua pihak sebagai wujud 

usaha dari pemerintah dan kepedulian pemerintah terhadap banyaknya kasus 

kekerasan pada anak. Perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 

2014 ini dibentuk berdasarkan pancasila dan prinsip pada konvensi hak-hak anak. 

Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang menjadi fokus penulis, yaitu 

mengatur tentang kewajiban serta tanggung jawab orang tua, yakni pasal 26 ayat 

1 huruf c yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan di usia anak”.  

 Usia perkawinan anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah ketika 

usia anak belum mencukupi seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 1 bahwa 

anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.
137

 Batas minimal kawin di Indonesia adalah 19 tahun.
138

 

Artinya, antara batas usia anak dan batas usia minimal kawin ini sudah selaras, 

karena anak yang masih berusia 18 tahun ke bawah belum boleh kawin menurut 

undang-undang tentang perlindungan anak. Namun pada kenyataaanya, masih 

banyak masyarakat yang belum mengindahkan atau menaati peraturan ini. 

Dengan kondisi masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan 
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 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak pasal 1 ayat 1. 
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 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 
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membuat mereka menganggap bahwa mengawinkan anaknya lebih cepat lebih 

baik daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kalibening pada kelas menengah ke 

bawah juga kebanyakan beranggapan ketika anak segera dikawinkan maka beban 

dalam keluarganya berkurang. Budaya masyarakat juga mempengaruhi masalah 

perkawinan usia anak ini. Masyarakat setempat takut apabila anak perempuan 

tidak segera dikawinkan maka akan dianggap tidak laku atau dijuluki perawan 

tua. Di Desa Kalibening mayoritas masyarakat mengawinkan anaknya ketika 

sudah lulus SMP bahkan pada zaman dulu setelah lulus SD perempuan di desa 

ini banyak yang langsung kawin. Di Desa Kalibening masih sering terjadi hamil 

di luar nikah padahal si perempuan masih berusia di bawah 18 tahun.  

 Anak perempuan yang melakukan perkawin pada usia antara 15-19 tahun 

memiliki resiko lebih besar mengalami keguguran ketika hamil.
139

 Hal ini 

menunjukkan dari segi fisik berarti belum siap kawin apalagi hamil. Dari hal ini 

penulis mencari tahu bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa 

Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tentang perkawinan 

usia anak yang masih sering terjadi di desa tersebut. Untuk mendapatkan 

pemahaman atau pandangan dari masyarakat mengenai perkawinan usia anak ini 

penulis lebih dulu menjelaskan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 

Perlindungan Anak dan adanya pasal 26 ayat 1 huruf c yang berisi ketentuan 
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kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Khususnya untuk 

mencegah terjadinya perkawinan usia anak.  

 Dalam upaya melaksanakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan 

usia anak bukan hanya kewajiban bagi orang tua saja, namun berlaku bagi 

seluruh warga negara.
140

 Salah satu pihak yang terlibat dalam proses perizinan 

perkawinan di Desa Kalibening yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat 

dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh agama. Perangkat desa 

mempunyai wewenang perizinan terkait perkawinan usia anak, sedangkan tokoh 

agama sebagai panutan bagi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam 

perkawinan karena biasanya warga setempat mengikuti apa yang disarankan oleh 

tokoh agama.  

 Tokoh masyarakat harusnya memahami mengenai ketentuan pencegahan 

perkawinan yang tertuang dalam pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Seperti kita ketahui bersama anak merupakan 

kelompok yang rentan tidak terpenuhi hak-haknya, apalagi jika sudah kawin 

maka hak-haknya sebagai anak menjadi hangus karena ia sudah tergolong 

dewasa. Dari hasil yang diperoleh pada saat wawancara, narasumber yang paham 

mengenai adanya peraturan terkait perlindungan anak hanyalah Kepala KUA 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yaitu Bapak H. Ahmad Ridlowi, 

S.H.I. Narasumber lain seperti perangkat desa ataupun tokoh agama, mereka 

tidak memahami tentang undang-undang ini, dengan alasan bahwa terkait 
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perkawinan yang mereka pahami hanya undang-undang tentang perkawinan dan 

batas minimal usia kawin saja.  

 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi 

tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk 

tentang pencegahan perkawinan yang ada dalam pasal 26 ayat 1 huruf c. 

Seharusnya masyarakat memahami ketentuan ini supaya tidak salah langkah 

dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anaknya. Apabila masyarakat 

menjalankan undang-undang ini dengan baik maka hak-hak anak akan terpenuhi 

dan negara semakin maju karena generasinya sudah terdidik dan terpenuhi hak-

haknya lebih optimal. 

 Tanggapan tokoh masyarakat tentang pasal terkait pencegahan perkawinan 

pada usia anak beragam. Menurut tokoh masyarakat mengawinkan anak saat usia 

di bawah 18 tahun pada kasus tertentu juga merupakan upaya perlindungan 

terhadap anak.
 141

 Tokoh masyarakat menganggap melindungi anak dengan cara 

mengawinkannya berdasarkan beberapa alasan yaitu: 

1. Anak sudah hamil, apabila tidak dikawinkan akan menjadi aib bagi keluarga 

dan menyulitkan administrasi ketika sudah lahir kelak 

2. Mayoritas orang tua yang mengawinkan anaknya pada usia di bawah 18 tahun 

adalah keluarga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, dan 

berpendidikan rendah 
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 Hasil wawancara dengan bapak Mugiyono selaku Kepala Desa Kalibening, Kecamatan 
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3. Mencegah anak terjerumus ke pergaulan bebas. 

 Maraknya perkawinan usia anak ini jelas menjadi hambatan tersendiri dalam 

memajukan bangsa, terutama daerah di mana anak itu berada, namun terkait 

aturan kewajiban orang tua mencegah perkawinan usia anak, tidak ada implikasi 

hukum yang jelas mengenai sanksi terhadap orang tua yang tidak mencegah 

adanya perkawinan usia anak sehingga orang tua tidak merasa salah apabila 

mengawinkan anaknya lebih dini. Undang-undang tentang Perlindungan Anak 

memuat kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak seperti hak anak untuk 

bertumbuh sesuai dengan bakat dan minat, memperoleh pendidikan, dan 

mendapat perawatan dari saat masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 

tahun. 

  Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berperan 

melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Jadi sangatlah penting 

memperhatikan ketentuan terkait perlindungan anak sebelum memutuskan untuk 

memberi izin pada pelaku perkawinan usia anak karena sudah seharusnya segala 

bentuk perlakuan yang menggangu dan merusak hak anak harus dihapuskan. 

Pencegahan perkawinan usia anak ini juga sulit dilakukan karena perkawinan 

sendiri yang menentukan diizinkan atau tidak utamanya adalah dari orang tua. 

Menurut Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, apabila anak sampai terjerumus 

pergaulan bebas nantinya akan berdampak buruk kepada masa depan anak.
142
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Jika orang tua mengizinkan anaknya kawin walaupun usianya belum cukup, itu 

merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anaknya. 

Meskipun usianya belum mencukupi perkawinan ini sah-sah saja dilakukan dan 

bisa dilangsungkan dengan cara meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan 

Agama setempat. Apalagi dari pihak anak dan orang tua sama-sama 

menghendaki untuk segera melakukan perkawinan, maka Pengadilan Agama 

akan mempertimbangkan syarat perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka 

sama suka dan tidak ada paksaan, jika semua itu sudah terpenuhi maka akan 

dikabulkan.  

 Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait pandangan tokoh masyarakat 

tentang perkawinan usia anak beragam. Perangkat Desa Kalibening ketika ada 

anak yang hendak kawin justru memberi arahan untuk mengurus dispensasi 

kawin ke Pengadilan Agama agar yang bersangkutan mendapatkan izin. Untuk 

prosedur perizinnya adalah dengan cara anak yang hendak kawin namun usianya 

belum memenuhi minimal usia kawin harus meminta izin perangkat desa, 

kemudian ke KUA Kecamatan Sukoharjo lalu meminta dispensasi kawin ke 

Pengadilan Agama Wonosobo melalui sidang.  

 Perangkat Desa Kalibening lebih memilih untuk melayani masyarakat 

daripada mencegah apa yang sudah menjadi hajat dari masyarakatnya, apalagi 

perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah yang oleh tokoh agama justru 

dianjurkan untuk menyegerakannya. Terlebih untuk kasus married by accident 
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pihak perangkat desa harus mempermudah perizinannya karena jika tidak segera 

dikawinkan maka akan mengganggu proses administasi kependudukan. 

 Tokoh Agama Desa Kalibening berpendapat bahwa ukuran mampu untuk 

melangsungkan perkawinan adalah ketika seseorang sudah mampu melakukan 

hubungan seksual dan salah satunya tidak tersakiti, dan batas minimal usia 

perkawinan yaitu ketika anak sudah baligh. Menurut mayoritas ahli fikih 

seseorang sudah baligh ketika berusia 15 tahun, jadi jika ada anak yang kawin 

sebelum berusia 19 tahun atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka 

menurut Tokoh Agama Desa Kalibening perkawinan ini bukan merupakan suatu 

masalah dan tidak perlu dicegah.  
 Jika perkawinan usia anak ini dipandang dari ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, jelas hal ini 

melanggar karena bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 huruf c yang berbunyi 

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak”. Apabila pada usia di bawah 18 tahun ternyata sudah 

kawin, hak-hak anak tentu tidak dapat terpenuhi. Seperti haknya dalam 

menempuh pendidikan, yang terdapat dalam Konvensi PBB bahwa anak 

mempunyai hak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan formal maupun 

non formal. Hal ini sudah sepantasnya menjadi perhatian bagi Perangkat Desa 

Kalibening dalam mempertimbangkan perizinan perkawinan usia anak, karena 

ketika anak kawin maka haknya dalam memperoleh pendidikan menjadi tidak 
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terpenuhi. Sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya anak mendapatkan 

pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya. 

 Aturan mengenai pencegahan perkawinan usia anak belum bisa dilaksanakan 

secara maksimal di Desa Kalibening karena masih terdapat problem-problem 

seperti yang sudah dibahas di atas. Untuk meminimalisir problem-problem yang 

ada tentunya membutuhkan solusi untuk mengatasinya, dan berikut penulis akan 

menganalisis solusi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya 

kepada para narasumber. Adapun solusinya adalah sebagai berikut: 

 Pertama, sebelum melakukan perkawinan usia anak, pastilah ada beberapa 

prosedur yang harus dijalani oleh pihak yang bersangkutan. Sebelum ke KUA 

pihak bersangkutan harus ke balai desa terlebih dahulu untuk mengurus 

persyaratan. Dalam hal ini tentu saja bertemu dengan perangkat desa. Perangkat 

desa mempunyai wewenang untuk mengurus keperluan administrasi 

masyarakatnya. Misalnya Kepala Desa, ia sering dimintai surat pengantar untuk 

di bawa ke KUA. Apabila Kepala Desa tidak mengizinkan maka pihak 

bersangkutan tidak bisa melanjutkan urusannya. Ini bisa menjadi salah satu 

langkah pertama dalam menekan laju perkawinan usia anak. 

Kedua, dalam pasal 26 ayat 1 huruf d juga terdapat ketentuan bahwa orang tua 

wajib memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. 

Seperti kita ketahui, hal ini biasanya didapatkan anak di sekolah karena waktu 

anak lebih banyak dihabiskan di sekolah. Pada saat di rumah, orang tua 

kebanyakan sudah sibuk dengan pekerjaan dan tidak maksimal dalam 



93 
 

 
 

memberikan pendidikan pada anak. Pendidikan bukan hanya menyangkut materi 

pelajaran formal saja, tetapi juga tentang peraturan moral yang berlaku di 

masyarakat. Jadi apabila perkawinan usia anak dianggap sebagai upaya 

melindungi anak hal ini jelas bisa dilakukan dengan cara lain, karena apabila 

anak maksimal dalam menempuh pendidikan maka akan terhindar dari pergaulan 

bebas yang merebak di lingkungan masyarakaat saat ini. Disamping itu 

perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Jadi apabila 

semakin banyak anak yang menikah maka laju tingkat kelahiran semakin tinggi 

dan menyebabkan padat penduduk di daerah tertentu. 

 Ketiga, aturan-aturan mengenai hukum sifatnya terbatas sedangkan masalah 

atau problematika dalam masyarakat sangatlah banyak dan tidak terbatas. 

Kadang dalam kasus tertentu ada aturan yang tidak bisa digunakan. Seperti 

larangan kawin usia anak. Tentunya dalam kasus married by accident pemerintah 

tidak bisa melarang untuk kawin, karena itu akan mengganggu proses 

administrasi kependudukan, dan akan menjadi aib bagi keluarga si anak. Sanksi 

moral dalam hal ini justru lebih terasa, karena akan banyak cemooh dari warga 

setempat.  

 Menurut penulis, maraknya perkawinan usia anak ini termasuk problem yang 

harus segera diatasi. Perkawinan usia anak merampas banyak sekali hak-hak 

anak yang harusnya ia dapatkan. Dalam mendapatkan hak-haknya tentu anak 

harus dilindungi dari berbagai hal yang dapat merugikannya. Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
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tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

 Pandangan perangkat desa yang menganggap bahwa perkawinan usia anak 

sebagai sebuah perlindungan karena melihat pada kenyataan masyarakatnya yang 

belum melek akan pendidikan dan tokoh agama menganjurkan anak segera 

dikawinkan agar tidak terjerumus pada hal negatif. Perkawinan usia anak bisa 

dikatakan sebagai perlindungan terhadap anak apabila anak tidak bisa dilindungi 

dengan cara lain lagi. Apabila dengan cara lain ternyata hak anak bisa lebih 

terpenuhi maka lebih baik mencegah terjadinya perkawinan usia anak.  

 Perkawinan layaknya ladang yang senantiasa diharapkan tumbuh bibit-bibit 

dan akan berbuah kemanfaatan nantinya, dalam perkawinan juga diharapkan 

akan mendapatkan keturunan dan menjadi generasi yang baik. Agar hal ini 

tercapai, hendaknya melangsung perkawinan ketika usia sudah matang sesuai 

dengan aturan yang terdapat dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Menurut penelitian yang telah penulis lakukan dan berdasarkan hasil analisis 

terhadap pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak, maka penulis memberi 

kesimpulan sebagai berikut:  

 Pertama, perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi hak setiap orang 

dan bagian dari menyempurnakan agama. Perangkat Desa Kalibening tidak 

mendukung adanya perkawinan usia anak dan sudah melakukan penyuluhan 

terkait bahaya perkawinan anak. Berbeda dengan pendapat perangkat desa, tokoh 

agama berpendapat bahwa anak lebih baik segera dikawinkan daripada 

terjerumus pergaulan bebas mengingat zaman sekarang anak bisa dengan mudah 

mengakses situs dewasa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

kepribadian sang anak. Pendapat tokoh agama mengacu pada hadis riwayat Imam 

Bukhori dalam kitab Bulughul Maram. Hadis tersebut memberi anjuran untuk 

menyegerakan perkawinan bagi yang sudah mampu dan menahannya dengan 

cara berpuasa bagi yang belum mampu.  

 Kedua, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 

ayat 1 huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah 

terjadinya perkawinan usia anak. Akan tetapi ternyata Tokoh Masyarakat Desa 

Kalibening tidak memperhatikan ketentuan pasal tersebut karena perangkat desa  
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mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat sehingga lebih 

mengedepankan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan melayani 

masyarakat, dan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti 

sudah yang tertuang dalam Konvensi PBB tanggal 20 November tahun 1959. 

 

B. Saran 

 Diakhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Perangkat Desa dan Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, penulis berharap untuk segara 

memberlakukan peraturan terkait batas minimal usia perkawinan secara jelas 

dan tegas. 

2. Kepada Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Wonosobo, penulis berharap agar tidak menganjurkan menyegerakan 

perkawinan untuk anak karena dampak dari perkawinan usia anak sangatlah 

merugikan. 

3. Bagi masyarakat hendaknya tidak terburu-buru dalam mengawinkan anaknya, 

karena anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

Terkait keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak, pada zaman 

sekarang sudah banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan sehingga anak bisa 

melanjutkan studinya dengan baik dan terhindar dari pergaulan bebas. 
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